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ABSTRAK

Nursamsi. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33
Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)
(dibimbing oleh ibu Rahmawati dan bapak Fikri).

Penelitian ini difokuskan untuk-meneliti dan membahas tentang bagaimana
Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012,
dan bagaimana Jual Beli ASI-(ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.
Kemudian menganalisis bagaimana perbandingan Jual Beli Air Susu lbu (ASI)
menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun
2013. Adapun tujuan’ penelitian ini untuk mengetahui Jual Beli Air Susu lbu
menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun
2013 sertauntuk mengetahui perbandingannnya.dengan. cara melihat.persamaan
dan perbedaanya.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library research) dengan
pendekatan yuridis normatif dimana“sumber data yang digunakan adalah sumber
data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis datanya yaitu
metode jinduktif, metode deduktif, dan metode komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Jual beli Air susu ibu
berdasarkan Peraturan Pemerintah melarang ASI diperjualbelikan. (2) Jual Beli
ASI berdasarkan Fatwa MUI melarang ASI dikomersialkan atau diperjualbelikan.
(3) Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI sama-sama melarang ASI untuk
diperjualbelikan, sedangkan perbedaan dari kedua peraturan tersebut adalah:
Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 dalam peraturan ini tidak terdapat jenis
pemberian apapun bahkan tidak.ada pasal yang.membahas mengenai pemberian
upah atas pengasuhan anak. Sedangkan-dalam dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013
dibolehkannnya seorang ibu memberikan ASI kepada anak yang bukan anak
kandungnya. pemberian ASI selain ibu kandung akan menyebabkan terjadinya
hubungan mahram akibat persusuan (radha’ah). seorang muslimah boleh
memberikan ASI kepada bayi non muslim dan membolehkan ‘pemberian dan
penerimaan Imbalan jasa.dalam pelaksanaan donorASl

Kata Kunci: Jual Beli, ASI, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

l. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab

Nama Huruflatin

Keterangan

Alif

Tidak dilambangkan

Be

es dan ye
La shad $ (es dengan titik di bawah)
Ui dad d de (dengan titik di bawah)
1 ta t te (dengan titik di bawah)
1 za z zet (dengan titik di
bawah)
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¢ ‘ain ‘ Koma terbalik keatas
¢ gain g ge
O fa f ef
3 gaf Ki
| ka
el

b

ya

pa diberi

da ().

(¢) yang te gikuti vokal

Jika ia terletak di ten ir, maka ditulis de

PAREPARE

tanda ar

tunggal atau monoftong dan vokal yang ra
1. Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
| Kasrah I I

XV
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i

Dammah

U

U

2. Vokal rangkap bahsa arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

&

-

F

3

Contoh:

Ai

adani

u

i danu

panjang yang lambangn

dan tanda, yaitu:

Nama

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:
<l mata
=) rama
Jé qila
IV.  Tamarbutah
1. tamarbutahyang  hidupataumendapatharkatfathah,  kasrahdandammabh,

XVi



transliterasinyaadalah[t].

2. ta marbutahyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandan acaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu ditr
Contoh:

raudah al-jannah atau

sistem
id(<), dalam transliter

ganda) yang diberi tand

najjaina

‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

A : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
VI. Katasandang
Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ¥

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah.

XVii
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Kata sandang tidak mengikuti bunyi hururf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-).

Contohnya:
u-wﬂ‘ n asy-syamsu)
AR : lah)
X ‘is\

EEE

VII.
uruf hamzah menjadi a aku bagi
hamzah ngah dan akhir kata. terletak
diawal i ngkan, karena dalam tul ia be if.
Contoh
ta’'murina
|
umirtu
VIII. aPa 'L,L. azl B ; nesia

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahsa indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahsa
indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),
sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

xviii
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Fizilal al-qur’an
Al-sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘ummu al-\afz la bi khusus al-sabab

IX. Lafz al-jalalah(«)

Kata “Allah” yang didahului seperti huruf jar dan huruf lainnya

tau berkedudukan sebagai , ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

-jalalah,
uf [t]. Contoh:

Hum fi rahmati

X. apital

sistem tuli enal huruf

translite huruf terseb an ejaan
bahasa i i an untuk
menulis ma pada
permulaa
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, maka huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandangtersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammad illa rasiil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi bakkata mubdrakan

XiX
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Jika nama resmi seseorang menggunakan nama Ibnu (anak dari) dan Abi
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai hama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammdad ibnu i tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abiu al-

Walid Muhammad id Muhammad Ibnu)

13l
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah swt
ciptakan, dalam arti menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan.
Demikian halnya penciptaan manusia-antara laki-laki dan perempuan untuk saling
melengkapi dan saling membutuhkan. Kemudian Allah swt menitipkan mereka
naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.®

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi
kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu
satu dengan.individu_lainnya.berlangsung. Hubungan.ini.dapat.dilakukan dalam
segala bentuk kehidupan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Salah satu
bentuk perwujudan dari muamalah yaitu jual beli.

Jual beli yang dibolehkan dalam ‘1slam adalah jual beli yang dilakukan
dengan | kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan rukun dan
syaratnya terpenuhi agar dapat terhindar dari jenis jual beli yang dilarang dan
memperoleh penghasilan yang haram. Hukum dalam jual beli adalah mubah
(boleh ). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual
beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi hukum haram.? Dalam praktiknya
saat ini terdapat hal yang sangat menarik untuk dikaji karena yang dijadikan
sebagai objek jual beli adalahAir.Susu 1bu selanjutnya disingkat ASI.

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah Swt kepada seorang
bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya.
Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi
disusukan. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum
yang merupakan nutrisi pertama paling penting bagi~bayi, karena mengandung
antibodi yang »melindungivwbayivdari infeksimdanfaktormpertumbuhan yang
membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.

Namun, ada beberapa 1bu yang tidak bisa menyusui anaknya dikarenakan
beberapa faktor, Pertama, ibu yang bekerja di luar rumah, yaitu seorang ibu yang
memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri
dalam menekuni bidang tertentu. Kedua, faktor kesehatan, misalnya, seorang ibu
yang terkena penyakit HIV tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena
dikhawatirkan virus tersebut akan menular. Ketiga, konflik keluarga. Dan hal ini
lah yang menyebabkan maraknya penjualan-belian ASI.

! Enang Hidayat, Figih Jual Beli (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16

>A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak (Cet. I,
Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 11.



Berdasarkan faktor di atas, beberapa ibu melakukan cara agar bisa
memberikan makanan yang baik untuk anaknya yakni dengan mencari ibu susuan
ataupun dengan melakukan kegiatan jual beli ASI. Sementara itu, ada ibu yang
ASlInya berlebih, mereka berinisiatif untuk mendonorkan ASInya dengan tujuan
ingin membantu bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASIdari ibu kandungnya.
Sebagaimana penuturan Reni Sutiyoso salah seorang pendonor ASI, disebabkan
karena produksi ASInya berlebih. Reni. mempromosikan kegiatannya tersebut
dalam akun media sosialnya.

Dalam Islam, kegiatan menyusui kepada orang lain bukanlah hal yang
awam, karena Rasulullah Saw pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya
yaitu oleh Halimah al-Sa’diyah. Perintah memberikan ASI kepada bayi dalam Al-
Qur’anpun ditegaskan pada firman Allah Q.S. AI-Baqarah{2:233.

PG I I RPN B e AT P SV P R Ga  A

Terjemahnya:

Dan libu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selam dua tahun penuh, bagi
yang Ingin menyusui secara sempurna.....

Berdasarkan ayat di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang
ibu, namun jika seorang ibu tidak dapat memberikan ASInya maka boleh
menyerahkan anaknya tersebut untuk disusukan oleh ibu susuan. Sebagaimana
firman Allah Q.S.At-Thalag/65:6.

oA fm i BN )
Terjemahnya:
i"fD?n apabila kamu dalam kesukaran, boleh anak itu disusukan oleh orang
ain.

Saat Ini muncul persoalan baru yang terkait dengan radha‘ah, yaitu
adanya lembaga donor AS| atauiBank®ASIyangpdipraktikkan di beberapa negara
Eropa. |Dengan_adanya bank ASI, semua bayi yang baru_lahir _dan tidak dapat
diberi ASI oleh ibunya diberi ASI dari bank ASI.

Pada awal 1970-an rumah sakit Jakarta mendirikan bank air susu manusia
dimana ibu-ibu yang mempunyai kelebihan air susu dapat memberikan kelebihan
itu dan menyimpannya untuk bayi-bayi yang ibunya kekurangan air susu.
Sejumlah ulama mempertanyakan perbuatan itu atas dasar bahwa perbuatan
tersebut sama dengan radaah, yakni menyusui dengan tujuan membantu
perkembangan jiwa anak. Anak yang memperoleh air susu semacam itu, dalam
pandangan hukum disebut saudara sesusu, yakni anak yang menyusui dari wanita

® Departemen Agama RI, Al-Qur’'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
diponegoro, 2012), h. 37

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 559



yang sama sebagai pendonor untuk anak tersebut. Kedua anak tersebut tidak dapat
menikah. Lebih jauh lagi, jika pendonor itu tidak diketahui maka kemungkinan
terjadinya pergaulan yang melanggar asusila atau hubungan seksual sesama
saudara pasti ada.’

Jual beli ASI biasanya dilakukan oleh orang perorang. Kebanyakan
penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya lewat facebook dan
Instagram. Antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi jika sekiranya
penjual ASI tersebut cocok dengan keinginan pembelinya barulah mereka
melakukan transaksi.

Jual beli ASI ini- menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam,
karena ASI disamakan dengan daging manusia. ASI juga dianggap bukan harta
benda yaitu tidak dibolehkan bagi kita mengambil manfaat (Intifa") dalam ASI,
hanya dibolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak bisa
memperoleh gizi dengan cara lain. Jadi apa yang tidak diperbolehkan
mengambil manfaatnya tidaklah“dianggap bagian harta seperti babi dan
narkotika. Selain itu, ASI juga tidak dijual di pasar karena tidak dianggap bagian
dari harta benda.

Pemerintah juga sangat menjunjung tinggi pemberian ASI bagi bayi, ini
terbukti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang
keharusan bagi seorang ibu untuk memberikan air susu ibu secara eksklusif.
Oleh karena itu, dengan cara apapun bayi haruslah mendapat asupan
ASI termasuk dengan cara membeli.® Peraturan pemerintah ini didukung dengan
lahirnya fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu
(Istirdla’), juga mendukungiterlaksananya pémberian-ASI| baik itu diberikan oleh
ibu kandung sendiri maupun pendonor, dalam fatwanya dijelaskan
mengenai  kebolehan memberikan “ASI kepada anak yang bukan anak
kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari

ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.

> M.Quraish Shihab, Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahhan Sosial (Cet.
I1; Jakrta: Teraju, 2003), h. 254.

® peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, (Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI, 2012). https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-
2012-ASI (5 Agustus 2018).


https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI
https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI

Permasalahan tentang jual beli ASI ini perlu dikaji, pada keyataanya Jual
beli ASI masih dipandang sebagai hal yang tabu bagi masyarakat. Akan tetapi,
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sangat gigih mempromosikan
penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara yakni,
menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang
bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi
mereka. promosi penggunaan ASI ini secara tidak langsung menjadi faktor
pendorong terjadinya pratik donor atau jual beli ASI. Karena dalam kenyataannya
tidak semua ibu bisa memberikan ASI kepada bayinya. Di kalangan umat Islam di
Indonesia persoalan keabsahan praktik jual beli atau donor ASI ini menjadi isu
penting yang berkembang di masyarakat, karena para fugaha berbeda pendapat
terkait keabsahan praktik ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah
tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)
Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28
Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah
No. 33 tahun 2012 ?

1.2.2 Bagaimana Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).menurut Fatwa MUI No. 28
tahun 2013 ?

1.2.3 Bagaimana Perbandingan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan
Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut
Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk Mengetahui Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan
Pemerintah No. 33 Tahun 2012.

1.3.2 Untuk Mengetahui Jual Beli Air Susu lbu (ASI) menurut Fatwa MUI No.
28 tahun 2013.

1.3.3 Untuk Mengetahui Perbandingan Jual Beli Air Susu lbu (ASI) menurut
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)
menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013.



1.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan
terutama dalam bidang hukum Islam khususnya jual beli ASI.

1.4.2 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan
maupun pembanding bagi peneliti  selanjutnya, sehinnga mampu
menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih relevan.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi
yang berjudul Jual Beli Air Susu 1bu’(ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.
33 Tahun 2013 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan).
Maka perlu dirumuskan batasan dalam tulisan ini.

1.5.1 Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay’ yang secara bahasa berarti
tukar menukar. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta
dengan 'harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik ganti yang
dapat dibenarkan oleh syara’satau pertukaran barang dengan barang atau barang
dengan 'uang, dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik dari
sesorang terhadap orang yang lain atas kerelaan kedua belah pihak.”

1.5.2 Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu (ASI) merupakan minuman dan makanan terbaik secara
alamiah maupun medis. [Ketika masih=dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan
darah ibunya, setelah ia lahir darah tersebut berubah menjadi susu yang
merupakan makan utama dan terbaik bagi bayi.

1.5.3 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia
yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 ini dibuat untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang — Undang No. 36 tahun 2009 tentang

"Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193
®Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan (Cet. II; Jakarta: Amazah, 2007), h. 261-262



Kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu
eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.’
1.5.4 Fatwa MUI No. 28 tahun 2013

Fatwa MUI adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil
oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh
seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan
yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.
Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang
diberikan kepadanya.

Fatwa MUI No..28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI ini
dibuat karena di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk
kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan
memperoleh air susu ibunya sediri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI
ibu kandunganya, ataupun alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan akses ASI
bagi anak.

1.5.5 Analisis Perbandingan

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab
musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).'® Sedangkan perbandingan berasal
dari kata “banding” yang artinya perbedaan (selisih) kesamaan.

Jadi analisis' perbandingan adalah suatu metode atau cara menganalisa
sesuatu dengan cara membandingkan dengan mengadakan identifikasi persamaan
atau perbedaan antara dua gejala ataulebih.terhadap suatu peristiwa.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait denga. jual beli, khususnya jual belt ASI bukanlah
hal baru. Sebelumnya sudah ada peneliti yang membahasnya, namun penelitian ini
memiliKi perbedaan dengan penelitiansebelumnyas

Pertama, penelitian yang“diakukan ‘oleh“Elis“Nuzliyatul Fitriyah dengan

judul “Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di
Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjaun Hukum Islam”. SKripsi ini
membahas mengenai pendapat para tokoh agama di desa Wonorejo Rungkut
Surabaya mengenai praktik jual beli ASI, dimana para tokoh agama tersebut ada
yang memperbolehkan dan melarang adanya praktik jual beli ASI.*

*Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, (Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI, 2012). https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-
2012-ASlI, (5 Agustus 2018).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet II; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 43.

YElis Nuzliyatul Fitriyah, “Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu
Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjaun Hukum Islam”, (SKripsi
Sarjana; IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2011), (10 September 2018).


https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI
https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-2012-ASI

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai
jual beli ASI. Perbedaan dengan penelitian ini ialah dalam skripsi diatas
menggunakan metode studi lapangan dengan secara langsung mewawancari
pihak-pihak yang berkaitan dengan topik pembahasan, sedangkan dalam
penelitian ini menggunakan metode studi pustaka guna memperoleh data-data
yang diperlukan, serta Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI.

Kedua, penelitian yang dilakukan.oleh Wifagatus Syamilah dengan judul
“Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (4SI) di Indonesia dalam Perspektif Madzhab
Syafi’i”. Dalam penelitian ini membahas praktik jual beli ASI di Indonesia baik
yang dilakukan dengan. perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui
Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan orang perorang, proses transaksinya
dilakukan secara kekeluargaan, penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas
dan identitas dari penjual dan pembelispunfjuga jelas. Dalam pandangan madzhab
Syafi’i praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia itu boleh karena suci dan
dapat bermanfaat bagi bayi."”

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai
praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini
ialah secara spesifik membahas tentang jual beli ASI yang ditinjau dari Peraturan
Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif serta Fatwa
MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khotimatus Sa’adah dengan judul
“Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi atas
pemikiran Yusuf Qaradhawi)”. Dalam skripsi ini Yusuf Qaradhawi berpendapat
bahwa bank ASI memiiki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur
yang membutuhkan ASI untuk mempertahankan hidupnya dan untuk menambah
daya tahan tubuh. Oleh Karena itu anak-anak yang minum dari Bank ASI tidak
menimbulkan hubungan kemahramang

Persamaan_dengan_penelitian ini ‘adalaht Sama-sama _membahas mengenai
ASI. Perbedaan dengan penelitian ini ialah jika dalam skripsi diatas menggunakan
studi pemikiran yusuf qaradhawi maka dalam penelitian ini menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif
dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Seputar Donor
ASI untuk meninjau terkait praktik jual beli ASI.

12Wifaqatus Syamilah, “Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam
Perspektif Madzhab Syafi’i, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:
Yogyakarta, 2015), (21 Agustus 2018).

BKhotimatus Sa’adah, “Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam
(Studi atas Pemikiran Yusuf Qaradhawi) ”, (Skripsi Sarjana; UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta,
2004), (11 September 2018).



1.7 Landasan Teoritis
1.7.1 Teori Mashlakah

1.7.1.1 Pengertian Magshlakah

Mashlakah (353243) berasal dari kata shalaha (&i«) dengan penambahan
alif diawalnya secara arti kata baik lawan dari kata buruk atau rusak. Mashlakah
adalah masdar dengan arti kata shalah (gi<) yaitu -manfaat atau terlepas dari
padanya kerusakan. Jadi pengertian mashlakah dalam bahasa Arab adalah
perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang
umum adalahssetiapssesuatunyang, bermanfaatsbagismanusiagsbaikedalam arti
menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau
dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.*

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan
manusia, yang dimaksud mashlakah adalah menarik kemanfaatan dan menolak
kemudharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip
bahwa 'segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang
mendatangkan mudharat dilarang. *°>contoh dalam al-Qur’an dan hadits tidak
terdapat dalil yang menyuruh dan melarang “pengumpulan al-Qur’an”. Akan
tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan
menurut pertimbangan akal, makayang demikian dilakukan.

Larangan “minum racun™ tidak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits
dengan ' tegas, tetapi dalam hal int| akal menetapkan akan makna kerusakan
dikandungnya.™ Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan
hukum [tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang
banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi ‘mereka atau menolak mudarat,
atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan
manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya,
dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menurus muncul yang baru bersamaan
terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat
perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan
kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan

“Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul Fikih (Cet. I; Penerbit
Amzah, 2005), h. 200.

1>TM. Hasbi as-Shiddeqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.
'°Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figih1 dan 2 (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 160.



mudharat, manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru
mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain."’

Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek
terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syariat. Dari dua aspek ini dapat
dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukallaf. Pada aspek
terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya
tuntunan taklif, dan mustahil ada tuntunan atas perbuatan diluar daya manusia
(taklif ma la yuthak), sedang pada-aspek tuntunan syariat, pembicaraan berkaitan
dengan iradah (kehendak) dan amr (perintah) Tuhan kepada hambanya.*®

Mashlakah-mashlakah yang telah disyariatkan hukumnya oleh syar’i dan
telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka maslahah-maslahah
itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul disebut mashlakah mu tabaroh
(mashlakah yang diakui) dari syar i, seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana
syar’i telah mensyariatkan mengenai keharusan hal itu, gishas bagi pembunuh
secara 'sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, sebagaimana syar’i telah
mensyariatkan mengenai hal itu, dera pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.
Pemeliharaan kehormatan, yang syar’i telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera
penuduh, penuduh laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina. Pembunuhan
secara sengaja, pencurian, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya
bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah merealisir
mashla/kah, dan itu diakui oleh syar’i karena syar’i telah mendasarkan hukum atas
sifat tersebut sifat yang sesual_dan diakui oleh syar i itu, adakalahnya sesuai dan
mempengaruhi, dan adakalahnya ‘sesuairdan sepadan, menurut macam pengakuan
syari’at kepadanya. 19

Pemeliharaan mashlahah merupakan kaidah kunci dari seluruh kaidah
fikih, maksudnya adalah bahwa segala kaidah fikih pada dasarnya dapat
dikembalikan kepada saturkaidahyyaite:

Kaidah ini_merupakan Kaidah~Kunci _Karena pembentukan kaidah figih
adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia
mendapatkan maslahat. Nilai kebenaran syariah atau (dan kaidah figih adalah
salah satu media untuk berupaya agar, mencapai kebenaran tersebut), menurut
Ibnu Qayyim bahwa syariat itu mengandung al-Jauziah, keadilan, rahmat,
mashlahat dan mengandung hikmah.?

Y Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Figh, terj. Noer Iskandar, llmu Ushul Figh: Kaidah-
kaidah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 116.

®Hamka Hag, Filsafat Ushul Figih (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 151.

Abdul Wahab Kallaf, llmu Ushul Figh, terj. Noer Iskandar, llmu Ushul Figh: Kaidah-
kaidah Hukum Islam, h. 127.

#Jaih Mubarok, Kaidah Figh: Sejarah dan Kaidah Asasi Ed. I, h. 104.
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1.7.1.2 Pembagian Maghlakah
Para ushul figih membagi mashlakah menjadi beberapa macam, dilihat
dari beberapa segi, sebagai berikut:

1.7.1.2.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi
menjadi tiga, yaitu:

1.7.1.2.1.1 Al-Mashlahah Adh-D.

entingan-kepentingan yang esensi

dalam kehid a, memelihara jiwa, akal,

1.7.1.2. 12

terpenuhi akan men

saja akan mengakibatk

1.7.1.2. shlaZ I-Tahsiniyah, (kepentingan-kepe
tidak terpen akibatkan ke an dalam
dupannya, s
ngkap atau hiasan hi

1.7.1.2. hat dari SB&REMRE dua:

1.7.1.2.

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk
kepentiungan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan
mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama
membolehkan membunuh penyebar bid;ah yang dapat merusak akidah

umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Z'Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al eds., Ushul
Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 426.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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1.7.1.2.2.2 Mashlahah Al-khashsah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat
jarang sekali,seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maugif).

1.7.1.2.3 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlazah, menurut Musthafa

Asy-Syalabi, dibagi menj
1.7.1.2.3.1 Mashlakah Ats- atan yang bersifat tetap, tidak
zaman. Misa agai kewajiban ibadah,
1.7.1.2.

Seperti ini berkaitan den
n. Contohnya dalam ma
aerah dengan daerah lai
1.7.1.2. I keberadaan mashlaszah me
1.7.1.2. shla/ ada S ung oleh

njadi dasar dan jenis

ukuman ata

bagi orang yang meminum minuman keras.

1.7.1.2.4.2 Mashlakah Al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara’
karena bertentangan dengan ketentuan syara’.

1.7.1.2.4.3 Mashlakah Al-Mursalah adalah mashlakah yang mutlak karena tidak
ada dalil yang mengakui kasahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk

hukum dengan cara mashlakah al-mursalah semata-mata untuk

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendapatkan
manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.?

1.7.1.3 Ruang Lingkup Mashlakah

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara
lima hal, yakni memelihara agama; memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan dan memelihara harta.”

Untuk maksud memelihara agama, Allah swt. memerintahkan kaum
muslim agar menegakkan- syariat-syariat Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji,
memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.
Untuk memelihara jiwa, Allah swt. melarang segala perbuatan yang akan
merusakejiwagssepertizpembunuhan, orangdainsatausterhadapedirizsendiri, dan
disyariatkan hukum giyas bagi pelaku pembunuhan dan tidak maker, dan lain
sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah swt. melarang meminum khamar dan
semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan,
Allah swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku
zina siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan
dengan 'bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah swt. menetapkan
hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjurus
kepada kerusakan harta, berjudi dan lain sebagainya.**

1.7.1.4 Pendapat Ulama Tentang Mashlakah

Beberapa pendapat ulama tentang mashlahah diantaranya:
Kelompok pertama: yang hanya memegang zahir al-nash (tekstual), tanpa

memperkirakan adanya mashlahah adapun dibalik penetapan nash tersebut.
Termasuk dalam golongamkelompekjini yaitusmazhabszahiriyah.

Kelompok kedua: yang mencari nash “dengan~cara_mengenali magashid
(tujuan) hukum dari illatnya. Mereka mengkiyaskan semua objek yang memuat
mashlahah secara nyata dengan objek yang memiliki mashlakah berdasarkan nash
(teks). Kelompok ini memandang adanya suatu mashlakah ketika ada suatu bukti
yang mengukatkannya, yaitu dari dalil yang khusus, sehingga tidak tercampur
antara hawa nafsu dan mashlakah yang hakiki. Dengan demikian, mashlazah
hakiki haruslah didukung oleh nash khusus. Niasanay bataan-batasan yang bisa
mewujudkan mashlahah ini dikenal dengan sebutan ‘illah giyas.

22T otok Jumantoro Samsul Munir Amin, Kamus IImu Ushul, h. 201-206.
“Hamka Hag, Filsafat Ushul Fighi, h. 68.

# Alaiddin Koto, llmu Figih dan Ushul Figih Ed. | (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 122
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Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemashlahatan uang
termasuk mashlakah yang diakui oleh syara’ yaitu dalam rangka bertujuan untuk
penjaga lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus, hal ini merupakan dalil
hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan al-istislah al-mursalah.?

1.7.2 Teori Radha’ah

1.7.2.1 Pengertian Radha’ah

Radha'ah, radha’, irdha’'.penyusuan/menyusui (bahasa Arab, ( 4slay )
adalah sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung
ke dalam perut seorang-anak bayi yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan.
Hal ini terjadi karena banyak faktor. Seperti ibu asl bayi tidak keluar ASI atau
tidak mau menyusui atau ibu asli bayi meninggal dunia atau memiliki penyakit
yang menular sehingga dikuatirkan menular ke anaknya apabila memaksa
menyusui bayinya, dan lain sebagainya.

Ar-Radha’ (pesusuan) secara etimologi adalah sebuah istilah bagi isapan
susu, balk Isapan susu manusia maupun susu binatang. Menurut terminologi
syara’ persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita
atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil
atau kepalanya.®

Makna Radha’ah (Penyusuan) yang menjadi acuan syara’ dalam
menetapkan pengharaman (perkawinan), menururt jumhur Fugaha (termasuk tiga
Imam Mazhab, yakni Abu Hanifah,Imam Malik, dan Imam Syafi’1). lalah segala
sesuatu yang samapi keperut bayr melalui kerongkongan atau lainnya, dengan
cara mengisap atau lainnya, seperti‘dengan al-wajur , yakni menuangkan air susu
lewat mulut ke kerongkongan, bahkan mereka memakan pula dengan As-Sa ‘uth,
yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula
yang berlebthan denganmmenyamakannya dengan |suntikan sekalipun melalui
dubur. Tetapl semua_itu_ditentang. oleh™ Imam_Al-Laits_bin_Sa’ad, yang hidup
sezaman dengan Imam Malik dan sebanding dengan ilmunya dengan beliau.
Begitu pula dengan golongan Zahiriyah, dan satu riwayat Imam Ahmad.?’
1.7.2.2 Dasar Hukum Radha’ah

Setiap peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh syara’ baik
diperbolehkan atau dilarang tentu memiliki dasar hukum sebagai rujukan atau

®|ka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. | (Cet. II;
Jakarta: Kencana, 2015), h. 49

**Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
(Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 152.

' Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan, h. 270-271.
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penguat atas hukum yang telah ditetapkan. Dalil keharaman sebab persusuan
disebutkan dalam al-Qur’an, hadis dan ijma’ ulam sebagi berikut:

1.7.2.2.1 Al-Qur’an

1.7.2.2.1.1 Q.S. An-Nisa/4:23

el e A5 ;SJMJ\@)J\;S:@\

Terjemahnya:

Ay

PAREPARE

1.7.2.2.3 ljma’

Para fuqaha’ sepakat bahwa hal-hal yang diharamkan dalam hubungan
susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan dalam hubungan nasab. Yaitu
seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81

2 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, terj Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin
Muhayan, vol. 3 (Cet. 1V; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 297

®3aleh Al-Fauzan, Figih Sehari-hari (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 743
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karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula
semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.*

1.7.2.3 Rukun dan Syarat Radha’ah
1.7.2.3.1 Rukun Radha’ah

Menurut jumhur ulama selain/Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun
Radha’ah ada 3 yaitu:

1.7.2.3.1.1 Anak yang Menyusu
1.7.2.3.1.2 Perempuan yang Menyusui

Hendaklah penyusuan itu dari wanita Islam, sebab hal ini akan
menimbulkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan mempunyai dasar
yang berguna, bermanfaat dan membawa arti dalam Islam.*
1.7.2.3.1.3 Kadar air susu yang memenuhi batas minimal

Dalam menentukan jumlah bilangan yang dapat menjadikan tahrim, para
ulama berbeda pendapat, ada yang mencukupkan tiga sampai lima, tiga sampai
tujuh, tiga sampai sepuluh, dan ada yang tiga sampai lima belas. Adapun pendapat
yang rajah (kuat) adalah pendapat Imam Syafi‘l dan Ahmad, karena dalil mereka
paling kuat (bisa menjadikan tahrim jika sudah lima kali susuan yang masing-
masing dapat mengenyangkan perut bayi).* Hal yang menguatkan pendapat lima
kali susuan Juga berasal dari Alsyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan

!/} u}buhm))usu\)ﬂ\wd)duﬁu& c_mﬁl.g_i‘:\.;m\.cucj
2 Mlcan\éman\d;»:)@ﬁcuujhwmwﬁw
(du\jdj\dy\jejm\})) u\)ﬂ‘w\ﬁw

Artinya:

Diantara ayat-ayat Al- Qur an yang diturunkan ialah: “Asyru radlaa’aatin
ma’lumaatin  yuharrimna” sepuluh kali susuan yang diketahuinya,
mengharamkan. Kemudian dia dimansukhkan dengan dimansukhkan dengan
lima kali yang diketahui. Rasulullah Saw meninggal sedang ayat itu diantara

*'Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
(Cet. II; Jakarta; Amzah, 2011), h. 153

*Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia: antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 120

% Yusuf Al-Qaradhawii, Fatwah-fatwah Kontemporer, vol. 3 ( Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), h. 424
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ayat-ayat yang dibacakan dalm Al-Qur’an. (H.R. Muslim, Abu Daud dan
Aan-Nasa-y).

1.7.2.3.2 Syarat Radha’ah
Menurut jumhur ulama syarat Radha 'ah ada 3 yaitu®:
1.7.2.3.2.1 Adanya air susu manusia, yaitu susu yang diminum berasal dari
seorang wanita baik masih/perawan maupun sudah berkeluarga atau
janda.
1.7.2.3.2.1 Air susu itu masuk ke dalam perut bayi;. yaitu sampainya air susu ke
perut si bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun
dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Hal ini
merupakan syarat menurut ulama Hanafiyah. Jukak air susu tidak
sampai masuk keperut si bayi.
1.7.2.3.2.3 Bayi tersebut belum berusia dua tahun, hendaklah umur bayi yang
meyusu tidak lebih dari dua tahun, hitungan tahun hijriyah. Jika sang
bayl telah mencapai usia dua tahun maka air susu tersebut tidak
bepengaruh pada pengharaman.®
1.7.2.4 Hal-hal yang Menetapkan Hukum Radha’ah
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak
benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama figh menetapkan
bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tesebut. Radha’ah bisa dinyatakan
dengan dua perkara, yaitu®’:

1.7.2.4.1 Pengakuan

Maksud pengakuan disini menurut ulama Hanafiyah adalah pengakuan
seorang lelaki dan perempuan secara=bersama-samajratau pengakuan salah satu
dari keduanya akan addnyd radha” yang mengharamKan antara keduanya. Jika
seorang laki-laki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara susuan
antara keduanya sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh melangsungkan
pernikahan. Dan jika memaksakan diri untuk menikah maka akad nikahnya batal.
Akan tetapi jika pengakuan tersebut dinyatakan setelah pernikahan maka

% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum (Cet. IlI;
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 404

**Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, vol. 10 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani ,
2011), h. 50-51

**Muhammad Rafat Utsman, Figih Wanita Muslimah Seputar hukum khitbah dan Nikah
(Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2002), h. 125.

*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, h. 56-59
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keduanya wajib berserai, dan jika tidak mau bercerai secara sukarela maka pihak
pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa, karena akad pernikahan
yang sudahdilangsungkan itu jelas batal.

Menurut ulama Malikiyyah, hukum radha’ah itu bisa ditetapkan dengan
pengakuan suami istri secara bersama, atau dengan pengakuan kedua orang tua
mereka, atau hanya dengan pengakuan suamimeski stelah akad nikah, atau
pengakuan dari seorang istri yang sudah balik dan dinyatakan sebelum akad
nikah. Jika ad pengakuan dari pihak-pihak-tersebut di atas maka akad nikah
dianggap batal.
1.7.2.4.2 Pembuktian

Adapun yang dimaksud pembuktian adalah peyaksian di majekis hukum
atas hak seseorang. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa radha’ dapat
dinyatkan dengan kesaksian dua oranglaki-laki, atu seorang laki-laki dan dua
orang perempuan yang tergolong orang yang adil.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak diterima
karena Umar berkata,” kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan radha’ tidak
dapat diterima.” Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sahabat dan tidak ada
seorang pun yang meprotesnya sehingga pendapat ini bisa dianggap sebagi ijma.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum radha’ tidak bisa ditetapkan
sebelum akad dengan kesaksian seorang perempuan saja, meskipun sudah umum
atau tersebar darinya atau dari orang lain akan adanya radha’, kecuali kesaksian
dari ibu'si anak yang memang.biss diterima kesaksiannya. Radha " bisa ditetapkan
dengan kesaksian seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau kesaksian dua
orang perempuan jika memang beritanya sudah tersebar sebelum akad nikah. Dan
jika memang beritanya sudah tersebar.

Ulama Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa radha’ bisa ditetapkan
dengan 'kesaksian empatyorang perempuan, karena masalah ini khusu ditangani
atau dilihat oleh _kaum hawa, sepertijuga ‘masalah Kelahiran. Tanpa kesaksian
empat orang perempuan hukum radha’ tidak bisa ditetapkan, karema dua orang
wanita nilainya sama dengan satu orang laki-laki dalm persaksian.

1.7.3  Teori Akad
1.7.3.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti
perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi figh, akad
didefinisikan dengan ‘“pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh
kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya
bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di
anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara®. Misalnya, kesepakatan
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untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan
orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan”
maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang
melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan gabul).*®

Jadi,dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian” ijab (ungkapan
tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan gabul (ungkapan
penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu
kontrak.
1.7.3.2 Rukun dan Syarat Akad
1.7.3.2.1 Rukun-rukun Akad
1.7.3.2.1.1 Aqid

Aqid adalah ‘orang yang berakad (subjek akad), terkadang masing-masing
pihak terdiri dari salah satu orang, ‘terkadang dari beberapa orang. Misalnya,
penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang
berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang
lain terdiri dari beberapa orang.
1.7.3.2.1.2 Ma qud Alaih

Ma’qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad).
Seperti 'benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam akad hibah atau
pemberian, gadai, dan utang.
1.7.3.2.1.3 Maudhu al-Aqid

Maudhu al-Aqgid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda
akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan
pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi
ganti.
1.7.4.2.1.4 Shigat al-Aqid

Shigat al-Aqgid adalahsijabrgabul, pljabradalah pngkapan yang pertama kali
dilontarkan oleh_salah_satu dart pihak yarg akan melakukan akad, sedangkan
gabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab gabul
dalam pengawasan deawsa ini ialah bertukarnya sesuatu yang lain sehingga
penjual dan pembeli dalam membeli terkadang tidak berhadapan atau ungkapan
yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang
berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli
menerima majalah tersebut dari kantor pos.*

Dalam ijab gabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama figh
menuliskannya sebagai berikut:

% Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalat ( Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.
% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogayakarta: Pustaka Kencana,
2010), h.51.
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1.7.3.2.1.4.1 Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, mislanya: aku
serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
1.7.3.2.1.4.2 Adanya kesesuaian antar ijab dan gabul

1.7.3.2.1.4.3 Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua

belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari
keduanya.

1.7.3.2.1.4.4 Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang

bersangkutan, tidak  terpaksa;.dan tidak karena diancam atau
ditakut-takuti-oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling
merelakan. Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama figh
dalam berakad, yaitu:

1.7.3.2.1.4.4.1 Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua agid berjauhan
tempatnya maka ijab gabul boleh dengan kitabah atau tulisan.

1.7.3.2.1.4.4.2 Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab gabul tidak dapat
dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang
bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad
dengan isyarat.

1.7.3.2.1.4.4.3 Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara
perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah
uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang
dibelinya.

17321444 Lisan al-Hal, menurut sebagian. ulama, apabila Seseorang
meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia
pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri
saja, hal itu dipandang telah ada akad wadi 'ah (titipan).

1.7.3.2.2 Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam; akadadalah sebagai berikut’:

1.7.3.2.1.1 Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad
orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena
boros.

1.7.3.2.1.2 Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

1.7.3.2.1.3 Akad itu diizinkan oleh syara’ dilakukan oleh orang yang mempunyai

hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

% Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalat, h. 55.
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1.7.3.2.1.4 Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’ seperti jual beli
musalamah. Akad dapat memberikah faedah, sehingga tidaklah sah
bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

1.7.3.2.1.5 ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi gabul. Maka

apabila orang berijab embali ijabnya sebelum gabul maka

seseorang yang berijab

sip-prinsip akad dalam
berkontrak.
itu mengikat.

an bersama.

1.7.3.4.1" Akad Sha

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum

yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama

Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

1.7.3.4.1.1 Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di
langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada
penghalang untuk melaksanakannya,

1.7.3.4.1.2 Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di
langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.
Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para
ulama figh membaginya kepada dua macam, yaitu :

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah

satu pihka tidak boleh membatal kad itu tanpa seizin pihak lain, seperti

akad jual beli dan sewa
2. Akad yang tidak

akad al-wakala

1k shahih di bagi oleh ulé
tu akad bathil dan akad

lautan, atau

tidak disebut brand kendaraan' yang dijual, sehingga menimbulkan
perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama figh menyatakan bahwa akad
bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad

itu tidak mengakibatkan hukum apapun.
1.7.3.5 Berakhirnya Akad

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai
berikut*":

1.7.3.5.1 Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak
mempunyai tenggang waktu.

1.7.3.5.2 Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbut

sifatnya tidak mengi

1.7.3.5.3 Dalam akad dapat dianggap berakhir

ak di lakukan oleh salah
1.7.3.5. ) ang melakukan akad m
kir
pat dikatakan sah dalam
rat dan rukungj beli. Kar

sebagai berikut:

* Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan implementasinya pada sektor
keuangan syariah) (Cet. II; Jakrta: Rajawali Pers, 2017), h. 61.
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1.9

Jual Beli ASI
Y
Peraturan Fatwa MU
Mashlahah Radha’ah Akad
Pembagia Dasar Rukun
n Hukum dan
Mashlaha Radha’ah Syarat
h Rukun Akad
Ruang dan Prinsip-
Lingkup Syarat prinsip
Mashlaha Radha’ah Akad
h Hal-hal Macam
Pendapat yang -
Metode PeneTrtran
1.9.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka
(liprary research). Teknik library research. Teknik ini digunakan karena pada
daparnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.
Sqgperti halnya yang dilakukan oleh penel . o
ya yang diiaxuka P Analisis <
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hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.9.2 Sumber Data
1.9.2.1 Data Primer

diteliti.
penulis iah yang
secara : jadi : 3 ang ilmu
Seperti, intaf . emberian
Fatwa MUI No. 28 Seputar
dil.

ata yang diperoleh dari
penelitian dalam bentuk la

sumber
penelitii
iambil.
terbatas.
in  yang
berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data
Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta
interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.** Karena penulis menggunakan

*2Bagong Suryanton dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Ed I, Cet. IlI; Jakarta:
Kencana Perdana Media Group, 2007), h. 55

#3Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

* Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat
(Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85
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penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk
itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan
dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan
yaitu:

1.9.3.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat

orang yang ada dalam buku a mengubah sedikit pun aslinya baik

kalimat maupun makn

1.9.3.2 Kutipan tidak | igunakan dalam mengutip

terdapat dalam bu r dengan mengubah

194
teknik

an penelitian kembali d : diperoleh
an data yang diperoleh, selarasan
relevansi dengan penelitian

dalam penelitian
dilanjutkan denga

perlukan

1.9.5 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif dengan
maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis
dari hasil bacaan berbagai buku.

1.9.5.1 Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal
yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan

umum.
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1.9.5.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal
yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat
khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.9.5.3 Metode komparatif, metode ini untuk membandingkan suatu pandangan

dengan pandangan lain enemukan suatu persamaan dan

perbedaan.
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JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012

2.1 Profil Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah ini merupakan petunjuk atau pedoman pelaksanaan
UU No. 36 Tahun 2009 tentang.kesehatan bab V11 pasal 129 ayat 2. Dalam pasal
129 disebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar menjamin hak
bayi untuk memperoleh ASI secara eksklusif. Oleh karena itulah demi
mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya peraturan lanjutan untuk
menjamin hak-hak bayi memperoleh ASI secara eksklusif.*

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif

telah diundangkan sekaligus mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012. Peraturan
Pemerintah ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan total 55 ayat dan mengatur 7
hal pokok yaitu 1) tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, 2) Air Susu Ibu, 3) penggunaan susu formula
dan produk bayi, 4) tempat kerja dan tempat sarana umum, 5) dukungan
masyarakat, 6) pendanaan dan 7) pembinaan dan pengawasan.
Dilihat dari struktur isi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 meliputi bab 1
ketentuan umum (2 pasal), bab Il tanggung jawab (3 bagian, 3 pasal), bab Il air
susu ibu (5 bagian, 9 pasal);sbab. IV penggunaan-susu formula bayi dan produk
lainnya (15 pasal), bab V tempat kerja dan tempat sarana umum (6 pasal), bab VI
dukungan masyarakat (1 pasal), bab VIl pendanaan (1 pasal), bab VI pembinaan
dan pengawasan (2 pasal), bab IX 'ketentuan peralinan (1 pasal) dan bab X
ketentuan penutup (2 pasal), serta ditambah bagian penjelasan yang terdiri dari 2
bagian yaitu umum dan pasal'demi pasali®® Peratlirdi-Pemerintah No. 33 Tahun
2012 tentang pemberiangASipekskilusif ini tidakgshanyasmemberikan jaminan bagi
bayi untuk memperoleh ASI eksklusif akan tetapi juga memberikan perlindungan
kepada ‘st 1bu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Dengan
adanya PP ini juga diharapkan mampu meningkatkan peran serta dukungan
keluarga, masyarakat dan negara dalam mewujudkan program dari pemerintah
dibidang pemberian ASI eksklusif.

*Wifaga Syamilah, Problematika Jual Beli ASI di Indonesia,
https://www.kompasiana.com/wifagasyamilah/599fd9a8c05alc6af529b3b2/problematika
-jual-beli-asi-air-susu-ibu-di-indonesia?page=all, (20 November 2019).

**pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. 2012 Jakarta:

Kementerian Kesehatan RI. http//id.scribd.com/document/17004960/BUKU-PP-NO-33-2012-ASl.
(5 Agustus 2018).
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2.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Peraturan Pemerintah No. 33
Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 merupakan peraturan yang
dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan pasal 128 ayat (1) undang-undang No. 36
tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendaptkan air susu ibu
eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

Air susu ibu (ASI) menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 33
tahun 2012 adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan ASI
Eksklusif adalah ASI yang-diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6
(enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau
minuman lain.

Program peningkatan pemberian Air Susu lbu (ASI) khususnya ASI
eksklusif merupakan program prioritas. Hal ini dikarenakan memberikan dampak
luas terhadap status gizi dan kesehatan balita. Didukung pula konferensi tingkat
tinggi tentang kesejahteraan anak ‘menyepakati bahwa semua keluarga harus
mengetahul arti penting mendukung dalam tugas pemberian ASI saja selama
enam bulan untuk perempuan pada kehidupan pertama bagi anak. Penjelasan
mengenal pemberian ASI Eksklusif dibahas pasal perpasal dalam bab Il adalah
sebagai berikut*’:

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI EksKlusif pada bayi
yang dilahirkannya.
Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak berlaku dalam hal
terdapat:

a. Indikasi medis
Yang dimaksud dengan.indikasi medis‘adalah kondisi medis bayi dan/atau
kondis medis ibu yang tidak mungkin dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

b. Ibu tidak ada

c. Ibu terpisah dari bayi
Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif
karena ibu tidak ada atau terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi
lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi
kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.
Pasal 8

" Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. 2012 Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI. http//id.scribd.com/document/17004960/BU KU-PP-NO-33-2012-ASI.
(5 Agustus 2018).
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1. Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a
dilakukan oleh dokter.

2. Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana pada ayat 1 harus
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional.

3. Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau
tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 8 di atas mengandung arti bahwa yang berhak
menentukan indikasi medis adalah dokter sesuai dengan pasal 7 dimana dokter
harus melakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional. Apabila di suatu daerah tidak terdapat dokter maka yang
berhak melakukan penetuan indikasi medis adalah bidan atau perawat yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Tenaga kesehatan dan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib melakukan inisiasi_menyusui dini-terhadap bayi yang baru lahir
kepada ibunya paling singkat:selama 1 (satu) jam.

2. Inisiasi menyusui dini.‘sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
dengan cara meletakkan_bayi_secara_tengkurap di dada atau perut ibu

sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan bayi stabil dan
tidak membutuhkan medis paling singkat 1 (satu) jam dimana yang dimaksud
1(satu) jam itu dilakukan agar bayi dapat mencari puting susu ibu agar dapat
menyusu sendiri. Apabila dalam waktu 1 (satu) jam itu bayi tidak mau menyusu
maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus diupayakan oleh ibu. Tenaga
Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

1. Tenaga Kesehatan dan \penyelenggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat

gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
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2. Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana
dimaksud pada ayt 1 dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat

memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Berdasarkan pasal diatas mengandung arti bahwa tenaga medis
berkewajiban menempatkan ibu dan i 1 (satu) ruangan atau rawat gabung
dimana bayi harus berada dalam_j n ibu selam 24 jam untuk lebih
memudahkan ibu memberi abila dikhawatirkan terjadi
indikasi medis yang dite
(satu) ruangan atau ra
Pasal 11

anaknya.

dengan persyaratan.

intaan ibu k

titas, agama onor ASI dilakuka

ibu atau kel ASI

setujuan pPi*lEEtP]AeRtEl identitas

indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
e. ASi tidak diperjualbelikan.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib
dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek

sosial budaya mutu, dan keamanan ASI.
Mutu dan keamanan ASI meliputi kebersihan, cara penyimpanan, cara
pemberian, atau cara memerah ASI.
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberia ASI Eksklusif dan pendonor
ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan

peraturan Menteri
Pasal 12

1. Setiap ibu yang melahirkan b arus menolak pemberian susu formula

bayi dan /atau produk
2. Dalam hal ibu nia atau oleh sebab lain

sehingga tid melakukan penolaka ana dimaksud pada

optimal,
penyelenggara Fasilit an wajib
si dan edukasi ASI E dan/atau
ari bayi yang bersa seja eriksaan
an sampai dengan periode pemberian AS Klusi i

si dan eduk ana dimaks a ayat 1

edikit menge

ntungan dan keungg erian ASI
ibu, persBALE)RAIRrEWUSUi

terhadap

pemberian ASI, dan
d. Kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

3. Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan
pendampingan.

4. Pemberian informasi dan edukasi ASi Eksklusif sebgaimana dimaksud

pada ayat 1 dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
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Pasal 14

1. Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebgaiman
dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 pasal 10 ayatl pasal 13 ayat 1 dikenakan
sanksi administratif oleh pejabat yang berwenagng berupa:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis dan/atau
c. Pencabutan izin

2. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1
pasal 10 ayat 1 atau pasal 13 ayat 1dikenakan sanksi admistratif oleh
pejabat yang berwenang berupa:
a. Teguran lisan dan /atau
b. Teguran tertilis.

3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi admistratif dimaksud pada

ayat 1 dan ayat 2 diatur.dengan peraturan.Menteri.

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 poin e yang membahasa mengenai ASI yang
tidak diperjual belikan. ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk
dikonsumsi oleh bayi yang merupakan sumber gizi utama bayi karena belum bisa
mencerna makanan padat.tidak semua ibu“sadar akan pentingnya ASI tersebut,
namun Sebagian ibu yang menyadarinya rela. melakukan banyak hal agar bisa
memberikan ASizkepadagbayinyasseperti halnyasmembelizASIzkepada ibu yang
mempunyal ASI yang lebih.

Jual"beli”ASI"adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain
dalam hal ini dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas
dasar suka sama suka dan juga dilakukan atas rasa suka rela yang disertai dengan
ijab dan gabul antara keduanya. Salah satu syarat orang berakad adalah harus rela
(an taradin), artinya tidak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli.

Dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa ibu pendonor atau penjual ASI
harus jelas identitas, agama dan alamatnya. Dalam hal ini tidak boleh ada unsur
gharar. Jual beli gharar adalah jual beli samar sehingga kemungkinan akan
terjadinya unsur penipuan. Maksud dari jual beli gharar adalah apabila seorang
penjual menipu seorang muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagang
yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui cacat tetapi tidak
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memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan
karena mengandung penipuan pemalsuan dan pengkhinatan.

Para fugaha berselisin pendapat menegnai kebolehan dan tidaknya
melakukan transaksi Jual beli ASI tersebut. Karena pada dasarnya memanfaatkan
anggota badan manusia hukumnya haram, baik karena kehormatannya maupun
karena tidak mungkin memanfaatkannya pada jalan yang disyariatkannya. Dengan
demikan para fugaha memberikan pengecualian dari dasar hukum ini dan
membolehkan memanfaatkan anggota badan manusia untuk kepentingan tertentu,
kebanyakan pembolehan ini bérkaitan dengan masalah keterpaksaan.*®

Kemudian dalam pasal 11 ayat 4 menjelaskan mengenai berbagai
ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur
lebih lanjut dengan iperaturan menteri. Maksudnya 1alah jika terdapat ketentuan-
ketentuan yang belum jelas maka ‘Kementerian dalam hal ini Kementerian
Kesehatan akan membuat peraturan lanjutan. Kiranya dalam peraturan ini harus
ada peraturan lanjutan mengenai permasalahan jual beli ASI, karena hingga saat
ini pemerintah belum secara terbuka menyikapi hal ini. Para pelaku jual beli ASI
juga tidak dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana atas
perbuatan yang dilakuakan. Walaupun sudah jelas bahwa perbuatan mereka ini
melanggar peraturan perundang-undang.

Adapun yang menjadi syarat jual beli ASI ini sesuai dengan pasal 11 ayat
2 yang terdapat dalam peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 mengenai
pemberian ASI eksklusif dimana dalam pasal tersebut adalah:

1. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan hal ini karena
harus ada saling rela dan menerima dengan.segala macam kansekuensi yang
akan diterima akibat adanhya donor ASI tersebut,

2. ldentitas, agama,.dan.alamat pendonor ASl dilakukan dengan jelas oleh ibu
atau keluarga dari bayi penerima ASI, hal ini dilakukan agar lebih
memudahkan hubungan komuniaksi antara penjual atau pendonor ASI
dengan pembeli atau penerima donor ASI.

3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang yang diberi
ASI, karena ini bisa menyebabkan

4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi

medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

*8 M. Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 139
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5. ASI tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan pasal-pasal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No.
33 tahun 2012 sudah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian ASI
Eksklusif, namun mengenai tentang masalah ASI yang diperjualbelikan dalam
peraturan ini sudah diatur mengenai hal tersebut tetapi dalam peraturan ini belum
terperinci yang membahas mengenai ASI yang tidak diperjualbelikan dan dalam
peraturan ini tidak membahas men si bagi penjual maupun pembeli ASI
dan ini bisa dikategorikan dal ena telah melanggar peraturan
pemerintah ini.
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JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) MENURUT FATWA MUI
NO. 28 TAHUN 2013

3.1 Profil Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

Sejak didirikannya Majelis Ulama.Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli
1975, dalam pasal 4 anggaran.dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu
fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai. masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa Mui
dikeluarkan selain memenuhi pemerintah fatwa dari perseorangan maupun
lembaga (mustafti), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (tausiyah), atau rekomendasi
unutk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Respon terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan (policy) baik yang telah
diambil| (disahkan ' atau ditetapkan dalam berbagai Peraturan Perundang-
undangan)maupun yang belum dan terutama yang sedang dibahas untuk disahkan
atau ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.®

Fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah
keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya,
sebagai amar ma’ruf nahi munkar. Dalam pengertian yang luas, fatwa MUI dapat
pula mencakup nasihat, anjuran;.dan seruan. Fatwa-dikeluarkan oleh MUI karena
ada permintaan atau pernyataan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial
kemasyarakatan atau MUI  sendiri dipandang perlu difatwakan. Fatwa MUI
merupakan Instrumen hukum ‘MUI. yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan
peraturan perundang-undangan adalah 'peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan ketentuan secara umum.

Majelis Ulama’ Indonesia melihat bahwa saat ini tengah ada aktifitas
berbagi air susu ibu untuk memenuhi kepentingan gizi anak-anak yang tidak
berkesempatan memperoleh air susu-ibunya sendiri, entah 1tu disebabkan karena
kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu
kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak,
dan untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak yang kurang beruntung
untuk mendapatkan ASI, muncul sebuah inisiasi dari masyarakat untuk
mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu lbu serta Donor ASI, serta sebuah
pertanyaan yang harus dijawab Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan

*Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2012, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan ( Cet. Il; Jakarta: Puslitbang
Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 3.
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agama masalah donor ASI untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beraktifitas.
Oleh sebab itu komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013
tentang seputar masalah donor ASI (Istirdla’). Fatwa ini terdiri dari tiga bagian,
bagian pertama berisi tentang ketentuan hukum yang merupakan bagian inti dalam
fatwa ini, bagian kedua berisi rekomendasi yang ditujukan untuk pihak yang
berkaitan dengan dibuatnya fatwa dalam hal ini ialah Kementerian Kesehatan
serta pelaku, aktifis dan relawan ASI; dan pada bagian ketiga berisi ketentuan
penutup.”

3.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI ini
dibuat karena di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk
kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan
memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI
ibu kandunganya, ataupun alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan akses ASI
bagi anak.

Pada masa sekarang ini kebutuhan mengenai suplai ASI sangat diperlukan,
dengan 'keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapat ASI
seperti ibu meninggal dunia atau ibu tidak menghasilkan air susu. Maka
permasalahan mengenai kebutuhan donor ASI terhadap bayi yang sulit mendapat
ASI menjadi permasalahan yang darurat. Muncul sebuah inisiasi dari masyarakat
untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI, serta
sebuah 'pertanyaan yang harus’ dijawab Majelis Ulama Indonesia mengenai
ketentuan agama mengenai masalah Donor AS1"untuk dijadikan sebuah pedoman
dalam beraktifitas. Adapun _penjelasan_mengenai Donor ASI Majelis Ulama
Indonesia menetapkan bahwa™;

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak
kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI

dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar’i.
Berdasarkan angka 1 di atas mengandung arti bahwa diwajibkannya
seorang ibu menyusui anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan

0 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Speutar Masalah Donor Air Susu Ibu (ASI),

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASlI.pdf. (5
Agustus 2018).

°! Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Speutar Masalah Donor Air Susu lbu (ASI),
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASlI.pdf. (5

Agustus 2018).


http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf.%20(5
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf.%20(5
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dan minuman terbaik secara alamiah maupun medis.>’Oleh karena itu Islam juga
memberikan dukungan untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah,
apapun sebab kelemahnnya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan pada bayi yang
prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Semua itu dilakukan agar
bayi mendapatkan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan bayi serta
meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang, maka perlu adanya peran
dari masyarakat khususnya wanita yang mempunyai kesuburan ASI untuk
diberikan kepada bayi yang membutuhkan dengan ketentuan yang sesuai dengan
pedoman Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah.

2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus. memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.

Perlu diketahui bahwa susuan akan mempengaruhi fisik dan psikis anak.
Oleh karena itu, jika hendak menyusukan anak kepada perempuan lain, Islam
menganjurkan agar orang tua menitipkan anaknya kepada wanita shaleh dan
cerdas demi terbentuknya generasi yang lebih baik. Ketentuan ini sependapat
dengan  penulis karena ASI merupakan asupan yang sangat diperlukan untuk
pertumbuhan bayi yang belum berusia dua tahun, maka dianjurkan memilih ibu
yang sehat baik fisik maupun mental karena' ketentuan tersebut sangat
mempengaruhi kesehatan bayi dan kepribadian anak susu dimasa yang akan
datang.

b. lbu tidak sedang hamil
Ibu hamil sekaligus menyusui harus mendapat asupan gizi yang cukup
baik karena dikhawatirkan akan kekurangan gizi. Asupan makanan dengan
kandungan protein dan karbohidratyang lebitinggi dibutuhkan seorang ibu yang
hamil dan menyusui, karena keadaan ini diperlukan tambahan tenaga.

3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan

terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla’ah (persusuan).

Persusuan yang bukan dari ibu kandungnya akan mengakibatkan saudara

sepersusuan dengan ketentuan ini maka dapat mengharamkan terjadinya
pernikahan hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

(plos s LA ) il Ge dDad g W Sl e A0

Artinya:

%2Ahsin W. Al-Hafiz, Fikih Kesehatan (Jakarta : Amzah, 2010), h. 262
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Wanita-wanita yang diharamkan dari hubungan persusuan sama halnya yang
diharamkan karena hubungan nasab.™

4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan
kelompok sebagai berikut :

a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu

susuan (donor ASI) dan lbu d susuan tersebut terus ke atas (nenek,

buyut dst).
b. Al-Furuu’ Mi susuan), yaitu : Anak

susuan itu an tersebut terus ke

susuan),

tidaklah menjac f bags 3 Jari garis

"~ _PAREPARE

kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).

f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa’ (istri dari bapak sesusuan
dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri
kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri

dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau

5%3aleh Al-Fauzan, Figih Sehari-hari (Cet.l; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 743
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keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek
moyangnya).

g. Zawjatu Al-lbni wa Ibni Al-Ibni wa lbni AIBinti min Al-Radhaa’ (istri
dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak
perempuan sesusuan), yaitu_:Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari
cucu sesusuan (istri_dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke
bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan
sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa’ wa Banaatu Awlaadihaa (anak
perempuan sesusuan dari istri‘dan cucu perempuan dari anak lakinya anak
perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri
(apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka
apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri
senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram,
tetapi bila suami tersebut -belum “melakukan senggama maka anak
perempuan susuan istrinya‘tidak menjadi mahram). Demikian pula anak
perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan Istri tersebut

sampal ke bawah (icit dst).

Pernyataan di atas menjelaskan delapan kelompok mahram yang terjadi
akibat hubungan persusuan. Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang
laki-laki selamanya yang disebut haram abadi dan wanita yang haram dinikahi
seorang laki-laki sementara yang disebut haram temporal. Ada tiga penyebab
keharaman wanita secara abadi yaitu kerabat, persambungan dan persusuan,
sedangkan keharaman menikahi wanita secara temporal ada lima penyebab yaitu
menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang
lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak
wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang
wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama samawi.>

> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Munakahat”Khitbah, Nikah, dan Talak”(Jakarta:
Amzah, 2010), h. 136.
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5. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla’ (persusuan)
jika:
a) Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun gamariyah.
Dalam hal ini, apabila ada ibu memberikan ASI kepada bayi yang bukan
bayi kandungnya, lebih dari dua tahun maka bayi tersebut tidak menjadikan
saudara sepersusuan ataupun mahram_ hal ini sesuai dengan pendapat ulama

bahwa susuan yang menjadikan mahram hanya untuk bayi dibawah dua tahun
karena susu merupakan makanan pokok bagi bayi tersebut dan mengenyangkan.

b) Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan —akabit radha (persusuan),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Thun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur bahwasanya di dalam pasal 11 ayat 2
bagian b mengatakan : identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui
dengan jjelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Hal int dilakukan
agar meminimalisir terjadinya pernikahan yang diharamkan akibat terjadinya
persusuan.

c) Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
d) Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu
(imtishash) maupun melalui-perahan.
e) ASI yang dikonsumsi anak-tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang ‘menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah
masuknya ASI tersébut ke [dalam: perutisedrang=anak dalam usia antara O

sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
Hubungan saudara sesusuan itu terjadi apbila menyusui itu untuk
menghilangkan rasa lapar maka hal mi dipastikan akan masuk kedalam perut
sehingga akan terjadi mahram ( saudara sepersusuan), mayoritas ulama berbeda
pendapat bahwa susuan yang menjadikan mahramhanya khusus bagi anak usia 0
sampai 2 tahun karena susu merupakan makanan pokok bagi bayi yang dapat
mengenyangkan.

7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena
pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari

kebaikan antar umat manusia.
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Berdasarkan angka 7 di atas menerangkan bahwa Allah swt berfirman
dalam Q.S Al-Maidah/5:2

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan_ dan takwa
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.®
Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkannya bagi kaum mukminin untuk

saling membantu dalam perbuatan baik dan larangan bagi mereka untuk saling
mendukung dalam perkara kebathilan dan kerjasama dalam perbuatan dosa.

8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor
ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan
(ii) ujrah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai

bentuk jual beli ASI.

Berdasarkan pasal 8 di atas mengandung arti bahwa diperbolehkannya
menerima maupun memberi imbalan jasa dalam donor ASI selama imbalan
tersebut bukan hasil dari jual beli ASI melainkan upah atas jasa pengasuhan anak.
Mengenai permasalahan jual beli ASI yang saat ini tengah menjadi sorotan di
masyarakat sehingga perlu penanganan yang serius dari pihak-pihak terkait.

Praktik Donor ASI sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan
Surabaya. Informasi itu seringkali-disampaikan melalui media sosial pada ibu
yang membutuhkan sicalon penerima menghubungi pendonor jika semua setuju,
mereka [akan menyepakati mekanisme pengambilan ASI. Donor ASI merupakan
alternatif solusi bagi para“ibu yang berkomitmen memberikan ASI namun
mengalami kendala. Diantaranya , ibu cacat sehingga tidak bisa menggerakkan
tangan dan kakinya serta ia dirawat diitumah sakit, juga ibu yang dilarang dokter
untuk memberikan ASI karena dapat,menularkan penyakit pada bayi tan tentu
saja bayi yang ibunya meninggal.

Permasalahan jual beli ASI Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah (KHES), maka jual beli tersebut dilihat dari objeknya tidak sah,
karena jika dilihat dari perbedaan pendapat para ulama jual beli ASI tersebut
disamakan dengan jual beli daging manusia dan adanya hal itu maka diharamkan
(pasal 78 huruf D). Tapi disisi lain jika ditinjau dari segi akadnya maka jual beli
tersebut diperbolehkan, karena adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara
dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 20, buku

*Departemen Aga RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Bandung (Bandung: CV Penerbit J-
ART, 2004), h. 106
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I1) dan menurut KHES barang dagangan adalah barang yang dapat dipertukarkan
(pasal 20 buku 11).%®
Adapun yang menjadi prosedur jual beli ASI atau donor ASI ini adalah:

1. Sehat dan tidak memiliki kontraindikasi menyusui

Seperti diketahui, ASI menjadi salah satu kebutuhan utama bayi, terutama
pada bayi berusia di bawah 6 bulan: Oleh sebab itu, konsumsi ASI dari donor,
sangat perlu memerhatikan-kondisi kesehatan pemberinya. Perlu diperhatikan
apakah seseorang memiliki masalah kesehatan tertentu. Jika perlu, lakukan
pemeriksaan oleh “dokter terlebih dahulu. Tanyakan apakah boleh ibu
mendonorkan ASI atau apakah kondisi kesehatan tubuh ibu sehat untuk bisa
menjadi donor ASI.

2. Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayi

Dikutip dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), saat hendak
menjadi donor ASI pastikan bayi ibu sudah terpenuhi secara utuh kebutuhan ASI-
nya>’. Jangan sampai ibu memaksakan diri menjadi donor, padahal produksi ASI
tidak cukup banyak dan cenderung pas-pasan. Dengan kata lain, menjadi donor
sebaiknya dilakukan hanya ketika produksi sudah berlebih dan tidak berisiko
membuat si Kecil justru kekurangan pasokan ASI.

3. Tidak sedang menerima transfusi darah

Salah satu prosedur lain yang perlu diketahui saat hendak donor ASI
adalah tidak sedang menerima transfusi darah, terutama minimal 3 bulan sebelum
donor. Alasannya, transfusi darah dapat menimbulkan risiko kontaminasi virus
dan bakteri yang mungkin bisa berpindah melalui ASI. ASI yang mengandung
virus dan bakteri sangat mungkin menular pada bayi yang mengonsumsinya.

4. Tidak mengonsumsi obat atau suplemen herbal tertentu

Konsumsi obat atau suplemen herbal tertentu juga menjadi salah satu hal
yang perlu diperhatikan oleh donor ASI. Hindari dulu donor jika secara teratur
sedang mengonsumsi obat atau suplemen herbal tertentu, Terutama jika obat atau
suplemen tersebut dikhawatirkan memberi pengaruh pada komponen dan kualitas

*®pysat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 132.

| Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, Donor ASI (lkatan Dokter Anak Indonesia)
http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi, Artikel Online (10 Januari 2020).
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dari ASI itu sendiri.Selain konsumsi obat, kebiasaan buruk lain seperti merokok
dan minum minuman alkohol juga perlu diperhatikan saat hendak donor ASI.

5. Tidak memiliki riwayat penyakit

Beberapa penyakit menular seperti hepatitis, human immunodeficiency
virus (HIV) serta human T-Lymphosyte virus 2 (HTLV-2) menjadi penting untuk
diperhatikan oleh donor ASI, karena juga berisiko menular pada bayi.>® Seperti
disebutkan sebelumnya, beberapa jenis virus dan bakteri bisa menular pada bayi
melalui ASI. Selain itu, riwayat masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung
dan diabetes juga sebaiknya diperhatikan saat hendak donor ASI.

6. Memerhatikan norma Agama

Identitas donor ASI menjadi faktor penting yang tak boleh disepelekan.
Termasuk di antaranya seperti identitas umum yakni nama, agama dan alamat
donor ASI. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32
Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

7. Menjalani proses skrining

Proses skrining adalah prosedur penting yang juga perlu dijalani oleh
donor ASI, terutama untuk mendapatkan donor ASI yang sesuai dan ideal. Proses
skrining seharusnya dilakukan dalam dua tahap: tahap pemeriksaan lisan dan
tahap pemeriksaan medis.

Pemeriksaan lisan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan
tentang riwayat kesehatan donor ASI. Sementara itu, tahap pemeriksaan medis
dilakukan guna mendeteksi apakah ada virus atau riwayat penyakit yang
berbahaya.

Tes yang dilakukan guna tes HIV, tes HTLV, sifilis, hepatitis B, hepatitis
C, dan cytomegalovirus (CMV). Apabila ditemukan ada keraguan terhadap status
kesehatan donor, tes skrining dapat dilakukan kembali setiap 3 bulan. Ketika
tahap skrining sudah dilakukan, donor ASI bisa dilakukan tetapi tetap didahului
dengan tahap pasteurisasi atau pemanasan ASI agar tetap steril.>

Fatwa ini melarang ASI untuk diperjualbelikan berdasarkan pada pendapat
madzhab Hambali dan Maliki, mereka melarang jual beli ASI karena ASI
merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh
diperjualbelikan seperti keringat, alasan lainnya ASI adalah bagian dari tubuh
manusia oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa ini juga melarang

® | Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, Donor ASI (lkatan Dokter Anak Indonesia)
http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi, Artikel Online (10 Januari 2020).

Ajeng Anastasia Kinanti, Popmama.Com Prosedur menjadi Donor ASI,
https://www.popmama.com/pregnancy/birth/annas/prosedur-menjadi-donor-asi/full.
online, (13 Januari 2020)


http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi
https://www.popmama.com/pregnancy/birth/annas/prosedur-menjadi-donor-asi/full
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penerimaan upah atas donor ASI yang menggunakan akad ijarah atau sewa-
menyewa, dimana penggunaan akad ijarah hanya boleh dilakukan pada jual beli
susu binatang dan tidak berlaku dalam jual beli AST Majelis Ulama’ Indonesia
(MUI) merupakan sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk
membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Walaupun di dalam
fatwa tersebut tidak menerangkan secara rinci berkaitan dengan masalah jual beli
ASI beserta ketentuan-ketentuan huk a, namun dari penjelasan-penjelasan di
atas mampu dijadikan pertimban uk menentukan permasalahan jual
beli ASI.

13l
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BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN JUAL BELI ASI MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2012 DAN JUAL
BELI ASI MENURUT FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013

Setelah penulis mengumpulkan‘data-data yang bersifat kepustakaan dan
buku-buku yang berkaitan dengangjudul skripsi ini yaitu “ Jual Beli Air Susu Ibu
(ASI) Perspektif Peraturan pemerintah No.33 tahun.2012 dan Fatwa MUI No. 28
Tahun 2013 yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu
maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah
penulis kumpulkan fitu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:

4.1 Persamaan Jual Beli ASI Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan
Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

Pertauran Pemerintah No. 33 tahun 2012 dalal pasal 11 ayat 2 poin e
menerangkan bahwa ASI itu tidak diperjualbelikan, dalam ‘pasal ini juga
disebutkan bahwa | ibu pendonor atau penjual ASI harus diketahui dulu
identitasnya, agama dan alamatnya.

Peraturan yang dikeluarkkan pemerintah hampir sama dengan peraturan
yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 dimana dalam pasal-
pasalnya memiliki isi yang hampir-sama dansaling berkaitan antara satu dengan
yang lainnya agar tidak terjadinya tumpang tindih dari kedua peraturan tersebut.
Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dan fatwa
MUI.

Sesuai dengan pasal 1 dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 disebutkan
bahwa |seorang ibu boleh ;memberikan “ASI, kepada: anak yang bukan anak
kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari
ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar’i, di dalam
pasal ini berkaitan dengan pasal 6 yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 33
tahun 2012 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Setiap ibu yang
melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif pada bayi yang dilahirkannya, dari
kedua peraturan tersebut sama-sama menganjurkan pemberian ASI Eksklusif
untuk bayi-bayi mereka. Kemudian pasal inipun berkaitan dengan peraturan
pemerintah No. 33 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa apabila ibu
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kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif dapat dilakukan dengan cara
mencari pendonor ASI yang bersedia untuk menyusukan anaknya.®

Pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2013 dan Fatwa MUI diatur juga
mengenai syarat pendonor ASI dinataranya identitas, agama, alamat harus jelas,
kondisi pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai
indikasi medis ini berkaitan dengan Fatwa MUI No. 33 tahun 2012 vyaitu
kebolehan seorang ibu memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental
dan ibu dalam keadaan tidak hamil:

Dalam hal mengenai-Jual beli ASI Peraturan Pemerintah No. 28 tahun
2013 yang tertuang dalam pasal 11 ayat 2 poin yaitu melarang ASI untuk
diperjual belikan inisaling berkaitan dengan fatwa MUI No. 33 tahun 2012
dimana dalam pasal 8 poin (i) ASI tidak “untuk dikomersialkan atau
diperjualbelikan. Dari kedua peraturan tersebut sama-sama melarang ASI untuk
diperjualbelikan. Baik Pertura Pemerintah maupun Fatwa MUI tidak jelas tentang
larangan tersebut dikarenakan belum ada sanksi terhadap pelaku penjualbelian
ASI, inilah yang menyebabkan sering terjadinya penjualbelian ASI dimana-mana
baik yang membeli lewat langsung maupun melalui perantara.
4.2 Perbedaan Jual Beli ASI Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun
2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai persamaan antara
jual beli ASI meurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan Fatwa MUI
No.28 tahun 2013 dari kedua peraturan tersebut tidak hanya memiliki persamaan
tetapi bisa juga dilihat dari perbedaannya.

Dalam Fatwa Majelis Ulama.Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 yang
berbunyi  seorang ibu kandung boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan
anak kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar’i”. MUI memiliki hak
untuk memberikansmasukanskepada. pemerintahsRlsagarsdapat meningkatkan
keaktifannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam khusunya di
Indonesia.” Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh™ komisi™ fatwa MUT bersifat
rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang menjadikan fatwa
dari MUI sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 dalam pasal 9
dimana tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib
melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya
paling singkat selama 1 (satu) jam dan tenaga kesehatan juga diwajibkan

® peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, (Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI, 2012). https://id.scribd.com/document/170049605/BUKU-PP-NO-33-
2012-ASlI, (5 Agustus 2018).
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menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan kecuali atas indikasi medis yang
ditetapkan oleh dokter ini terdapat dalam pasal 10. Kemudian dalam pasal 12
diterangkan bahwa setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian
susu formula bayi atau produk bayi lainnya kecuali ibu yang melahirkan bayi
meninggal dunia atau disebabkan hal lain sehingga pemberian susu formula tidak
dapat ditolak, penolakan hanya dapat dilakukan oleh keluarga.

Peraturan Pemerintah pasal- 13 yang mana dimaksud adalah tenaga
kesehatan penyelenggara fasilitas kesehatan diwajibkan memberikan informasi
dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu atau anggota. keluarga lainnya sampai
pemberian ASI Eksklusif selesai. Kemudian dalam pasal 14 setiap tenaga
kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan ‘sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 9 dan pasal 13 akanudikenakan sanksi adminitratif, yang berupa
teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

Kemudian dalam Fatwa MUI"NO. 28 tahun 2013 terdapat juga pasal-pasal
yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tetapi dari
kedua isi peraturan tersebut saling berkaitan, seperti halnya dalam angka 3
pemberian ASI selain ibu kandung bisa menyebabkan terjadi mahram dan haram
terjadinya pernikahan akibat radla’a (persusuan). Dalam angka 4 mahram akibat
persusuan dibagi menjadi 8 kelompok sebagaimana dijelaskan pada angka 6
pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya
ASI tersebut ke dalam perut-seorang anak dalam-usia antara O sampai 2 tahun
dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan, kemudian pada angka 7
dimana seorang muslimah boleh meberikan ASI kepada bayi non muslim. Karena
kebolehan pemberian ASI selain -bayi seorang muslimah adalah bagian dari
kebaikan antara umat beragama.®*

Jual beli ASI dapat dikatakan "sah” dalam "transaksinya apabila sudah
memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena begitu pentingya ASI hingga
akhirnya dibuatlah sebuah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 untuk ibu-
ibu agar supaya memberikan ASI" Eksklusif pada anaknya, Selain itu,
pemerintahpun gencar mempromosikan manfaat dari kegiatan menyusui.
Peraturan pemerintah ini didukung dengan lahirnya fatwa MUI No. 28 tahun 2013
tentang seputar masalah donor air susu ibu (Istirdla’), dengan cara melihat dari
segi mashlahahnya, dari segi radha’ah serta diikuti dengan akad-akadnya.

1. Mashlasah

®' Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Speutar Masalah Donor Air Susu lbu (ASI),
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf. (5
Agustus 2018).


http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf.%20(5
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Mashlahah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi,
hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala
sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan
mudharat dilarang. ® Dengan menggunaka teori mashlakah tersebut penulis
menyimpulkan bahwa tujuan dari menggunakan teori mashlakah adalah untuk
menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap anak-anak yang tidak diberikan
ASI, karena pentingnya air susu ibu dalam ilmu kesehatan disebutkan bahwa ASI
adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi
dari serangan penyakit. Sehingga apabila seorang anak tidak diberikan ASI akan
menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam fatwa MUI tentang donor ASI apabila ditinjau dari segi
mashlakahnya menimbulkan kemanfaatan bagi anak-anak yang memperoleh air
susu ibunya sendiri, baik yang disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu
kandungnya sendiri, ibunya telah tiada, maupun sebab lain yang tidak
memungkinkan akses ASI bagi anak. Namun dengan diperbolehkannya jual beli
ASI itu tidak menutup kemungkinan akan timbulnya saudara sepersusuan, yang
mengakibatkan terhalangnya sebuah pernikahan, menjual ASI tersebut membawa
manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa
banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang
ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. tetapi pendapat tersebut
dapat ditolak karena kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya
yaitu terjadinya percampuran_nasab, karena pada_ dasarnya terhalangnya sebuah
pernikahan adalah saudaral sepersusuan. Sesuai dengan pasal 11 ASI tidak
diperjualbelikan akan menyebabkan banyaknya bayi yang tidak bisa memperoleh
ASI Eksklusif baik dari ibu'kandungya maupun-wanita yang mempuyai air susu
yang berlebih . sedangkan dalam fatwa MUI pasal 8 Boleh memberikan dan
menerima Imbalan jasa dalam. pelaksanaan. donarsASYE dengan catatan; (i) tidak
untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (i) tjrah (upah) diperoleh sebagai
jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Kekuatan dari mashlakah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ yaitu dengan
menetapkan hukum yang berkaitan dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan
manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.”®

2. Radha’ah

Radh’ah adalah sampainya air susu manusia (perempuan) ke dalam perut
seorang bayi yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Secara Etiomologis
(bahasa) radha'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu
manusia maupun susu binatang.

®2 TM. Hasbi as-Shiddeqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h.
160.

**Hamka Hag, Filsafat Ushul Fighi (Makassar: Yayasan Al-Ahkam), h. 68.
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Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ar-radha’ atau susuan.
Menurut Hanafiyah bahwa ar-Radha' adalah seorang bayi yang menghisap puting
payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah
mengatakan bahwa ar-Radha' adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh
yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafiiyah mengatakan ar-Radha’ adalah
sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah
mengatakan ar-Radha' adalah seorang.bayi di bawah dua tahun yang menghisap
puting payudara perempuan yang.muncul akibat kehamilan, atau meminum susu
tersebut atau sejenisnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang
dinamakan radha’ah /adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke
dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau
manfaatrairsusu-benar=benar dapatydirasakan-oleh penyusu; baik-melalui proses
penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam
wadah atau bejana).

Salah satu contoh yang menjadikan timbulnya hubungan sepersusuan yaitu

dengan adanya praktik Jual beli ASI , jual beli ASI sebagai salah satu cara untuk
memenuhi kebutuhan seorang bayi yang tidak memperoleh ASI dari ibu
kandungnya karena disebabkan beberapa faktor. Dalam hal ini ulama bebeda
pendapat tentang kebolehan Jual beli ASI ini diantaranya adalah®*:

1. Jumhur ulama (Mazhab Syafi’i Mazhab Az-Zahiri, Mazhab Maliki Dan
Mazhab Zaidiah) berpendapat bahwa.seorang wanita boleh menampung
air susunya dalam 'suatu .wadah dan menjualnya bagi Ibu-ibu yang
membutuhkannya.

2. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, memperjualbelikan air
susu hukumnya makruh, sekalipun identitas pemilik susu diketahui.

3. Imam Abu yusuf berpendapat bahwa air susu yang boleh diperjualbelikan
hanyalah air susu wanita yang' berstatus hamba sahaya, karena hamba
sahaya bermakna harta yang dapt dijualbelikan.

4. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sebagai

ulama Mazhab Hanbali dan sebagian ulama Mazhab Maliki. Berpendapat

* Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003), h. 145.
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bahwa tidak boleh menjualbelikan air susu manusia dan tidak boleh juga

mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa ,
baik yang membolehkan jual beli air susu ibu maupun yang membatasi air susu
yang boleh diperjualbelikan, dikaitkan dengan Donor ASI yang sering terjadi saat
ini, maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai identitas si pendonor itu harus
diketahui sehingga wanita pemilik susu itu beserta kerabatnya yang bertalian
darah dengannya diketahui dengan jelas, dan mudah menghindari terjadinya
hubungan mahram antara anak yang disusui dan wanita pemilik susu dan kerabat-
kerabatnya.

Praktek jual bel ASI tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan
antara anak susu dengan ibu susu, sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan
antara anak susu dengan anak “kandung ibu susu. Bila hal itu terjadi, maka
nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam
muamalah. Pelanggaran tersebut juga menyebabkan batalnya muamalah. Seorang
muslim|jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari‘at, terutama
dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusu langsung
pada ibu susuan, melainkan melalui jual beli ASI.

Kehati-hatian di sini, semata-mata untuk “menjaga diri dari syubhat
(keragusraguan), untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana
yang lebith mudah, lebih lemah lembut dan debih adil, praktek jual beli ASI dapat
dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya
yaitu sebagal berikut: Pertama, untuk menjadi penerima donor ASI harus
memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri, karena
mau kembali bekerja setelah _cuti_melahirkan dan_tidak memiliki stok ASI, akan
melakukan perjalanan ke luar:kota atau Kesthukan lain yang menyebabkan ibu
tidak bisa menyusui. Kedua, bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan
kesehatan yang baik. Jika perlu menggunakan rekam medis dari dokter. Dalam
ilmu kedokteran, kualitas air susu ibu juga akan membawa pengaruh pada biologis
anak. Itulah sebabnya Rasulullah Saw. menganjurkan kepada orang tua agar tidak
menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot) karena hal itu
akan membawa pengaruh pada diri anak. Hal ini karena pada prakteknya, tidak
mustahil terjadinya percampuranantara ASI dari orang Islam dengan non Islam,
dari orang yang baik dan buruk akhlaknya, sehingga mengakibatkan terjadinya
pewarisan mental yang tidak baik pada bayi. Ketiga, bagi umat Islam, harus
memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram,
karena ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging
dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut.Keempat, memastikan
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identitas, alamat dan kontak pendonor dapatdihubungi untuk menghindari
terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

Hal ini mengacu pada pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa
batasan minum ASI hingga terjadi hukum radha’ah atau sepersusuan adalah lima
kali kenyang, sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami
hal tersebut. Menghitung berapa kali bayi kenyang dan disusui oleh pendonor. Hal
ini karena jika terjadi lebih dari lima‘kali kenyang, maka ibu yang menyusui,
suami dan anak-anak pendonor akan menjadi mahram bagi bayi yang disusui,
sehingga tidak boleh menikah selamanya.

3. Akad

Akad adalah suatu penentu atau suatu parameter yang menyebabkan suatu
transaksi.itu.sah;.karena secara.keseluruhan transaksi-transaksi.yang.terjadi dalam
kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad. Sehingga dapat dikatakan
akad merupakan akar dari transaksi. Dalam akad terdapat rukun dan syarat yang
harus terpenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dillakukan sah dan
menghasilkan produk yang halal.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan gabul karena
merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad
adalah kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya dengan Jual beli ASI ini
terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga 'transaksi yang
dilakukan akan menjadi sah.

Hal yang harus diperhatikan dalam jual beli ASI ini adalah akad, yakni
sighat al-agd vaitu ijab dan gabul, Ijab adalah_ungkapan yang pertama kali
dilontarkan oleh salah satu dari pihak. yang akan melakukan akad, sedangkan
gabul adalah pernyataan pihak kedua untuk mmenerimanya.®® Dalam ijab gabul
terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua bela pihak, mislanya: aku serahkan

benda Ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
2. Adanya kesesuaian antar ijab dan gabul
3. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, tidak
menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan,
tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain
karena dalam jual beli harus saling merelakan

Contoh transaksi berlangsungnya penjualbelian ASI adalah sebagai
berikut:
Jual beli ASI ini dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Rio (nama disamarkan)

mengaku menjual ASI ke ibu yang baru melahirkan dan membutuhkannya. Bukan
ASI milik istrinya yang ia jual, melainkan milik ibu-ibu lain. Pria yang

® Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogayakarta: Pustaka Kencana,
2010), h.51.
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mengiklankan usahanya lewat internet ini mendapat klien dari dunia maya pula.
"Biasanya para pembeli adalah ibu yang ASI-nya hanya keluar sedikit atau
bahkan tidak keluar sama sekali. Juga yang ibunya tidak selamat sehingga si bayi
harus mendapat ASI dari orang lain,” ujar Rio saat dihubungi. Jual beli ini
biasanya berlangsung antara 1-3 bulan. Jadi, selama itu pembeli akan mendapat
pasokan ASI. Nilai kontraknya cukup mahal, yaitu Rp 3 Juta per bulan yang
dibayar di muka. Oleh karena itu, biasanya pembeli ASI berasal dari kalangan
yang secara finansial sudah mapan. Sedangkan penjual biasanya berasal dari
kalangan tidak mampu. Rio-tidak menggunakan data penjual dan pembeli yang
cukup detail dan jelas untuk diarsipkan, namun dia menjamin ASI yang dijualnya
tidak dicampur dengan ASI lain maupun kandungan zat lain. Sebab, ASI yang
diambil dari ibu penjual, langsung diantarkan ke rumah si pembeli.®®

Masalah tersebut boleh jadi tidak hanya terjadi pada Rio saja, akan tetapi
juga dimungkinkan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia tapi
pergerakannya yang terselubung yang membuatnya tidak terekspos oleh media.
Dari penjelasan tersebut, maka sangatlah jelas bahwa transaksi jual beli ASI telah
menjadi perilaku awam dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu di
Indonesia, sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan
dalam Hukum Positif Indonesia bahkan dalam Hukum Islam. Tentu dari hal
tersebut dibutuhkan sebuah sumbangsih ide dalam penyelesaiannya.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun
2013 memilki perbedaan yang. terdapat dalam angka 8 Fatwa MUI No. 28 Tahun
2013 dimana dalam angka 8 tersebut membolehkan pemberian dan penerimaan
imbalan jasa dalam pelaksanaan<donor ASI, dengan catatan (i) tidak untuk
komersialisasi atau diperjualbelikan dan (i) ujrah’'(upah) pernyataan tersebut tidak
terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 hahkan didalam
peraturan pemerintah inimtidak fterdapatsjenis pemberian apapun bahkan tidak
terdapat pasal atau yang membahasa mengenal pemberian_upah atas pengasuhan
anak bukan bentuk dari jual beli ASI.

Jika dilihat dari persamaan dam perbedaan Peraturan Pemerintah dan
Fatwa MUI ini terdapat hal yang perlu diketahui bahwa kewenangan pemerintah
dan Fatwa MUI ini belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan
pasal 11 ayat 2 poin e dimana ASI tidak diperjualbelikan, ini bertentangan dengan
apa yang terjadi dimasayarakat sekarang yaitu ada beberapa ibu yang menjual
ASlInya untuk memenuhi kebutuhan bayi yang tidak bisa memperoleh ASI dari

% Nova, Jual Beli ASI Lewat Internet Harusnya tanpa pamrih

http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Jual-Beli- Asi-Lewat-Internet-Harusnya-Tanpa-Pamrih, (6
Februari 2020).


http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Jual-Beli-Asi-Lewat-Internet-Harusnya-Tanpa-Pamrih
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ibu kandungnya sendiri hal ini bertentangan dengan peraturan tersebut dan ini
masuk dalam kategori hukum ilegal karena telah melanggar peraturan perundang-
undangan.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan
beberapa kesimpulan diantaranya adalah:
5.1.1 Jual beli Air Susu lbu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun
2012 adalah dilarang-hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 11
ayat 2 poin e menyebutkan bahwa ASI tidak diperjualbelikan.

5.1.2 Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 adalah
dilarang. Hal ini sebgaimana yang terdapat dalam pasal 8 boleh
memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI,
dengan catatan; (i) tidak unuk'komersialisasi atau diperjual belikan.

5.1.3 Perbandingan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) perspektif Peraturan Pemerintah
No. 33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 dengan melihat
persamaan dan perbedaanya. Adapun persamaanya adalah keduanya sama-
sama melarang ASI untuk diperjualbelikan. Adapun 'yang menjadi
perbedaannya yaitu:

1.  Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 menerangkan bahwa kewajiban
tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan melakukan inisiasi
menyusui dini paling = singkat 1 jam. Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 28
tahun 2013 dibolehkannnya seorang ibu_memberikan ASI kepada anak yang
bukan anak.kandungnya. pemberian. ASIL _selain_ibu_kandung akan
menyebabkan terjadinya hubungan mahram akibat persusuan (radha’ah).

2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap ibu
yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi atau
produk bayi yang sejenisnya. Sedangkang dalam Fatwa MUI No. 28 tahun
2013 seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim.

3. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 setiap tenaga kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau pasal 13

ayat (1) akan dikenakan sanksi admistratif berupa: teguran lisan, teguran
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tertulis dan pencabutan izin. dalam peraturan ini tidak terdapat jenis
pemberian apapun bahkan mengenai pemberian upah atas pengasuhan anak.
Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2013 membolehkan pemberian

dan penerimaan imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI.
5.2 Saran

5.2.1 Untuk tenaga keseha eningkatkan peranan untuk
penyuluhan kese ik bersalin, posyandu dan
ibu hamil ten n menyusui.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

tang Ke
erintah
klusif;

Pasal
ang-Undang

Indonesi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I....

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.
a menambahkan da
uman lain.
3. dari baru lahir sam
4. ; i eluarga sedara
, yan derajat
S. yang se
6.
rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

8. Tempat...
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8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana

Presiden Republi egang kekuasaan
pemerintahan imana dimaksud

dalam Undan ndonesia Tahun

10.

11.

emberian A uan untuk:

PAREPARE

a. ASI
enam)
bulan dengan pertumbuhan dan
perkembangannya;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI
Eksklusif kepada bayinya; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat,

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI
Eksklusif.

BABII...
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BAB II

TANGGUNG JAWAB

B tu

tah dalam progra

n nasional terkait

dan penye
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan, pendidikan kesehatan, Tempat
Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan
dengan ASI Eksklusif;

mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif
dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi
atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.

Bagian kedua ...
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Bagian Kedua

Daerah Provinsi

bijakan nasional d
klusif;
okasi dan sosialisasi

skala provinsi;membe

alam skala provi

dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang
mendukung perumusan kebijakan provinsi;

mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan
edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam
skala provinsi.

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pe erah Kabupaten/Kota

Pasal 5

nasional dal

dvokasi dan
5if dalam skala kabup

monitoring, engawasi 1.

e AR EFARE. .. -
Kesehatan, 1

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program
pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan
kabupaten/kota;

g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi
atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala
kabupaten/kota.

BAB III...
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BAB III
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagi atu

Pasal 6

imaksud dalam Pasa

pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan
ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau
perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua...
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Bagian Kedua

Inisiasi Menyusu Dini

(1) Tenaga Kesehatan Fasilitas Pelayanan
dini terhadap Bayi

Pasal 10

dan penyelenggar.
menempatkan ibu dan

(2)

kan ibu setiap

PAREPARE

Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 11

(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif
bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian
ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

(2) Pemberian...
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(2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:

a. permintaan ibu kandung a Keluarga Bayi yang

bersangkutan;
b. identitas, agama ASI diketahui dengan
jelas oleh ib a ; ima ASI;

or ASI setelah me i identitas Bayi

e. ASI tidak diperju

(3) imana dimaksud pa at (2)
berdasarkan dan

spek sosial budaya,
(4) an lebih 1 f dari

sebagaimana di t (1), ayat ( ayat
(3) dia gan Peratur
PAREPARE
Susu

Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
(2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh
sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan

oleh Keluarga.

Bagian Keempat...
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Bagian Keempat

Informasi dan Edukasi

(2) i Klusif seba
mengenai:

eunggulan pemberia
dan mempertahank
i pemberian makanan

erian ASI; dan

3)

(4)

I Eksklusif secara

Bagian Kelima...
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Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 14

melaksanakan ketentuan
1), Pasal 10 ayat (1),
istratif oleh pejabat

(1) Setiap Tenaga Kesehat
sebagaimana dim
atau Pasal 13 &

(2) ; Fasilitas Pelayanan
uan sebagaimana di

(1), atau Pasal 13 &

bat yang berwenang

lis an/atau
tertulis.

(3) mengenai n sanksi a stratif
ana dimaks ) ayat (2) dis

1 Menteri

PAREPARE

PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 15

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat
diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 16...
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Pasal 16

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Tenaga Kesehatan
penjelasan atas penggun
kepada ibu dan/atau

memberikan peragaan dan
jlan Susu Formula Bayi
Susu Formula Bayi.

(1) Set . ember:
i lainnya yang dapa
klusif kecuali dala
d dalam Pasal 15.

(2) sehatan dilarang

i u Formula Bayi
pat menghambat prog

(1) ygara PM EQBAIR Esehatan

sebagaimana dimaksud dalam
(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima
dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk
bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI
Eksklusif.

(3) Dalam...
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(3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dapat nerima bantuan Susu Formula
Bayi dan/atau produk bayi untuk tujuan kemanusiaan
setelah mendapat pala dinas kesehatan
kabupaten/kota

(4) Penyelenggara dilarang
menyediakan tas biaya yang
dis Bayi
daz

Produ i r Susu Formula Bay < bayi

lainnys ukan kegiatan ya ambat

progra i ksklusif berupa:

a. /atau
apun
enaga

b. yi ke

C. suatu

dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi
sebagai daya tarik dari penjual;

d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi
tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau

e. Pengiklanan...
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e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media
massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

(1) Ketentuan seb i 19 huruf e
khusus tentang

(2)
jjuan Menteri; dan
an bahwa Susu Form
Pasal 21
(1) a Fasilitas

endidikan
termasuk

(2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk
tujuan membiayai kegiatan  pelatihan, penelitian dan
pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya
yang sejenis.

Pasal 22...
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Pasal 22

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan

pengembangan, pertemuan ilmi n/atau kegiatan lainnya yang

sejenis sebagaimana dim al 21 ayat (2) dapat

dilakukan dengan kete

n logo dan nama pro
bayi lainnya pada sa
dapat menghambat

(1) Te Kesehatan

(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima
bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib
memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan
tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan

program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Penyelenggara...
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(3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima
bantuan sebagaimana dimaks

dalam Pasal 21 ayat (2) wajib
memberikan  pernyataan i kepada menteri yang
di bidang pendidikan

tidak menghambat

menyelenggarakan ur
bahwa bantuan t
keberhasilan p
di bidang

lalam

epada
tidak

Dalam
bantua
ilmiah, ) i i ; annya
harus s

(1) Setiap produsen atau

produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau
bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan
kesehatan, dan organisasi profesi di bidangkesehatan termasuk
keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program
pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(Setiap)...
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Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau

produk bayi lainnya yang elakukan pemberian bantuan

sebagaimana dimaksud p wajib memberikan laporan
kepada Menteri atau
Laporan sebagai (2) paling sedikit

memuat:

jumlah dan jenis bantuan dan
jangka waktu pemberian bantuan.

oo

Pasal 27...
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Pasal 27

alam Pasal 25 dan Pasal 26
erkait, atau pejabat yang

Laporan sebagaimana dimaksu

disampaikan kepada Menteri

ditunjuk paling singk hitung sejak tanggal

penerimaan bantua

Pasal 29

atan yang tidak m
aksud dalam Pasal 16, Pas , Pa

diken“nksi admin
tertulis; dan/ata I

utaniZirPAREPARE

bidang kesehatan serta produ dan distributor Susu Formula

Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat
(1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang

berupa:

a. teguran...
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a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

Ketentuan mengenai t naan sanksi administratif

sebagaimana dim ur dengan Peraturan

Menteri.

harus menyediakan fasilitas Khusus untuk menyusui dan/atau

memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas
khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31...
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Pasal 31

Tempat Kerja sebagaiman asal 30 terdiri atas:

Pemerintah, Pemeri

agaimana dimaksud

atas
a. n Kesehatan;
b. napan;
C. at rekreasi;
d. al angkuta
e.
f. ar udara,;
g. han laut;
h. -pusat perbelanjaan;
i a;
j-
k.

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan
Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI
Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju
keberhasilan menyusui sebagai berikut:

a. membuat...
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a. membuat kebijakan  tertulis tentang menyusui dan

dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;

b. melatih semua staf pelay m keterampilan menerapkan
kebijakan menyusui

c. menginformasik entang manfaat dan

manajemen
d. yusui dini dalam
e.
f. i kepada Bayi baru 1
g. abung ibu dengan b

t) jam;

h. sui sesuai perminta
i i : kepada Bayi; dan

j- elom e i dan
ibu kepa i
: Pelayanan
PAREPARE

Penguru
yang bekerja untuk memberikan |ASI Eksklusif kepada Bayi atau

memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

Pasal 35...
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Pasal 35

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum

wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan

Setiap pengurus
umum
dalam
sesuai

KUNGAN MASYARA

. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan
kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI
Eksklusif;

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait
dengan pemberian ASI Eksklusif;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI

Eksklusif; dan/atau

d. penyediaan...
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d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI
Eksklusif.

(3) Dukungan masyarakat seb dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanak ketentuan peraturan

perundang-unda

berian ASI Eksklusi
Belanja Negara, An
ber lain yang sah s
dangan.

PAREPARE"

(1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non
kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program
pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:

a. mengingatkan...
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-24-

a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang
kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan
kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian
ASI Eksklusif;

b. meningkatkan peran dan
untuk keberhasilan pro

c. meningkatkan peran
penyelenggara
pemberian ASI

ungan Keluarga dan masyarakat
erian ASI Eksklusif; dan

engurus Tempat Kerja dan
keberhasilan program

Pembinaan gawasan sebagaima ksud pada ayat

a. sif;

b.
C.

non

lalam

mana

ertakan ma at.
mula

massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan
oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

(2) ketentuan...
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(2)

Peraturan Pemerintah ini.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap
produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk

bayi lainnya sebagaim ksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan melaksanakan tugas

pemerintahan n makanan.

erintah ini mulai be
lenggara tempat
etentuan Peraturan

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

i Jakarta
pa Maret 2012

PRESID

YUDHOY

AN HAK ASASI

NUS
PUBLIK IND Iﬂ

“"PAREPARE

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

BLIK INDONESIA,
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 28 Tahun 2013

SEPUTA

SU IBU (ISTIRDLA’)
‘: L——".s

Komisi j Indonesia (MUI), setel

MENI - . a. bahwa di teng araka aktifitas
berbagi i

untuk kepentin pemenuhan

bagi anak-anak
tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk

mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu
Ibu serta Donor

ASI;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan
mengenai ketentuan agama mengenai masalah
tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait
dengan masalah keagamaan sebagai akibatdari
aktifitas tersebut;
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d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang seputar masalah
donor air susu ibu (istirdla’) guna dijadikan
pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT

alalS cplga caA i cmida p calall gl)

Para ibu henda sukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, vaitu bagi yang ingin

il

Dan ibu-ibumu
kamu dan  sauda

5334715%3
& &) &

dalam
aka hajika da akwa, dan
tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

9 O S (e aS g Ay alg Cpall B aS 5l a1 Cull) e JIA) aSigh Y
Cbaedall g S ) agal) | glacut g

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang
tiada memerangi kamu karena
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agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari
negerimu. Sesungguhnya Allah  menyukai
orang-orang Yyang berlaku adil (QS Al-
Mumtahanah : 8).

2. Hadis R

ai  persusuan kecuali
ukan pada masa
pertumbuhan daging.
dhaa’atu

Bukhari,
Ala Al-
aa’ Bab
akhrumu

delaall (e delia ) Lal)

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkanm
hukum radla’) hanyalah di masa anak
membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR
Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-
Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-
Nikaah Bab Man Qolaa La Radhaa’a Ba’da
Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab
Innamaa Al-Radhaa’ min Al-Majaa’ah).
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Cilgadl B s e J)) gl J)

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak
mencapai usia

dua tahun (HR Al-Daaruquthni, Kitab Al-
Radhaa’ah).

8 Lgic JIa) ) Addle oo
A cCraag Glaglra Cilaa
ddlal) Aule

e G Al Ga 5

Dari Aisyah ra ia
yang diturunkan
bahwa) sebanyak
diketahui yang
kemudian dinasa
dengan lima Kkali iketahui,
emudian i ah yang

eminta menyusui kepada orang yang
R Abu Dawud hadis mursal)

. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan
415 019 Al a1 At g (00 (B JU ¢ Ay )

ASI itu dapat berdampak kepada prilaku (anak),
maka janganlah kalian menyusukan ( anak-anak
kalian) dari wanita
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Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-
Sunan Al-Kubra 7/464).

4. Qaidah fighiyyah

engikuti hukum

akan pemimpin [ pemegang ot

t1 kemaslahatan

ey Oy G pana jué 8 gy Aa e chalia) ol g (
5 O N g L O S B gl S sl e cpas
. CA,JS" s By

Andaikata ada wanita mahram tercampur pada
sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu
persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu
orang (di antara seribu tadi terdapat wanita
mahram — yang sulit untuk dikenali — bagi lelaki
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yang akan menikah), maka ia boleh menikahi
siapapun di antara mereka yang disukainya,
hingga jumlah mereka tinggal satu orang,

pendapat ini adalah yang terkuat.

9 Jal) ddga o Dggu oy L8 o)y
adla

Tetapi jika ia
mampu untu

bahkan sampai se
tidak boleh menik

mereka
mahram

&b o) pd

e

i antara
ia dapat

kan ia men
ut, jika secar
, isalnya wan

. api_berada di
itam, ma

2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :
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Berlakunya  hukum  mahram  (karena
persusuan) dapat melalui proses al-wajur —
memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa
proses menyusui langsung — karena proses
tersebut menyebabkan masuknya ASI
kepada bayi seperti proses pemberian ASI
secara langsung. Masuknya ASI tersebut —
roses al-wajur — juga berperan
mbuhan daging dan tulang
emberian ASI langsung.

persusuan) juga melalui proses al-
uth hidung,
: puasa,

suknya ASI melalui

Ibnu Qudamah dalam K

sehingga hukum keduanya — pemberian ASI
secara langsung atau tidak langsung — adalah
sama yaitu, berlakunya hukum

mahram (karena persusuan).
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4. Pendapat sebagian ulama seperti
disebutkan dalam Kitab Al-Mughni
(6/363)

Adlf ¢ llag ddsia ol cala ga g ¢ day anad ) Lilaual (e dolan caadyg

day g ald dgadl (e A e

500 Al Andld adi cra 4l ¢ 5 alls

Sebagian sahab i (ulama madzhab
bahwa
haram
dengan
Alasan
benda
a maka
seperti
bagian
boleh

cair yang keluar
tidak  boleh

keringat. Alasan
dari manusia
diperjualbelikan).

S adi
ABliaia)
8 ladl) Sy

Hak untuk memperoleh upah dari ASI
karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak
diperbolehkannya melakukan jual beli ASI,
sebagaimana kebolehan memperjualbelikan
susu  binatang menjadi  dalil tidak
diperbolehkannya
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melakukan akad ljarah untuk memperoleh
susu dari binatang tersebut.

(4)Pendapat, saran, dan masukan yang
ng dalam Sidang Komisi Fatwa pada

ME FATWA TENTANG AH

DENGAN BERBAG
(ISTIRDLA’)

paliknya,

ukan

sepanjang memenuhi ketentuan syar’i.

2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI
harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat,
baik fisik maupun mental.

b. Ibu tidak sedang hamil
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3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada
ketentuan angka 1 menyebabkan
terjadinya mahram (haramnya terjadi

pernikahan) akibat radla’ (persusuan).

kibat persusuan sebagaimana pada

ok sebagai berikut :

i (pangkal atau induk
yaitu : Ibu susuan

dari anak sus

yaitu : Anak
anak dari an:

tua susuan), yaitu : ak dari

PAREFPARE

erus ke bawah (cucu dan cicit).

d. Al-Furuu’ Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi
wa Al-Jaddati

min Al-Radhaa’ (keturunan dari
kakek dan nenek

sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang
merupakan saudara
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kandung dari suami ibu donor ASI dan
Bibi sesusuan

yang merupakan saudara kandung dari ibu
donor ASI.

Adapun anak-anak mereka tidaklah
menjadi  mahram

imana anak paman/bibi dari garis

a Jaddaatiha min Al-

susuan istri s
moyang).

kedua, ketiga atau keempat dari bapak
suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek
moyangnya).

Zawjatu Al-lbni wa Ibni Al-lbni wa Ibni
Al-Binti min Al-Radhaa’ (istri dari anak
sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta
anak laki dari anak perempuan sesusuan),
yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian
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istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya
anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke
bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari
anak laki dari anak perempuan sesusuan
dan seterusnya sampai ke bawah (cucu,
cicit dst).

intu Al-Zawjah min Al-Radhaa’ wa
tu Awlaadihaa (anak perempuan
ari istri dan cucu perempuan
Kinya anak perempuan
i), vyaitu : anak
ari istri (apabila istri
kepada seorang anak
dari istri

tetapi
melakukan
perempuan s
mahram). D¢
dari anak I
susuan istri
(cicit dst).

a (haramnya
a radla’ (pers

anak yang menerima

PAREPRRE =
Ib

mlah ASI yang dikonsumsi sebanyak
inimal lima kali persusuan.

Cara penyusuannya dilakukan baik secara
langsung ke puting susu ibu (imtishash)
maupun melalui perahan.

ASI yang dikonsumsi anak tersebut
mengenyangkan.
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(4) Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya
hukum persusuan adalah masuknya ASI
tersebut ke dalam perut seorang anak dalam
usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara
penyusuan langsung atau melalui perahan.

(5) Seorang muslimah boleh memberikan ASI

kep bayi non muslim, karena pemberian
i yang membutuhkan ASI tersebut
dari kebaikan antar umat

Boleh membe enerima imbalan jasa
ASI, dengan catatan;

jalisasi  atau
(upah)
K, bukan

serta komuni g peduli
i agar dala
a senantia

Ketentuan

Ketiga enutup

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

(3) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang
memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak
dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H
13Juli 2013M

MAJELIS U INDONESIA

Ketua

PROF. ‘ DIN AF DR. HM. A OLEH,
MA

13l

PAREPARE
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